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UPATI!I TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 02 TAHUN 2003

TENTANG

 KEWENANGAN KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- BUPATI TEGAL,

bahwa Keputusan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Kabupaten Tegal telah mendapat Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dengan Nomor
15/DPRD/XI1/2000 dan telah memperoleh pengakuan Menteri Dalam
Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun
2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;

bahwa Kewenangan Kabupaten Tegal sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Kabupaten Tegal pertu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah ;

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; - _
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeriniahan Daerah
{Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara
Nomor 3839) ; ' _ '

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, .
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tfentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan ILembaran Negara Nomor
3952) ; | | |

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000

- Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
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9, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2003 tentang Pedoman Organisasi
" Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4262) ; : S

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun

2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Prqduk
Hukum Daergh ; o ' _

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Kouangan
Daerak gerta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dactah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pen
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. o

: Dengan Pemsctujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

"MEMUTUSKAN:

Menetapkan - : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL. TENTANG
: KEWENANGAN KABUPATEN TEGAL. o _

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ; , 5 _

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan
Eksekutif Daerah ;

3. Bupati adalsh Bupati Tegal ; .

4. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal ; S |

5. Kewenangan Dacrah adalah hak dan kekuasaan daerah vatuk menentukan atan mengarnbil
kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah,

- BAB II _
KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2
Kewenangan Daerah yang menjadi kewenangan ‘Pemerintah Kabup. aten T al adalah
scbagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, ‘ e e

Kewenangan Daerzh scbagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan

. ] Daerah ini dapat bertambah
sepanjang tidak termasuk dan atau meneri : ‘ iy
gy ) mmmbahmkewmganPememuahPmmaupun



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 02 TAHUN 2003

”TENTANG
KEWENANGAN KABUPATEN TEGAL
L UMUM

- Bahwa Keputusan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewonangan
-Kabupaten Tegal telah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tegal dengan Nemor 15/DPRD/XIT/2000 dan telah memperoleh pengakuan Menteri Dalam
Negeri dengan Keputusan Menferi Dalam Ncgen Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang -
Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota,
Bahwa Kewenangan Kabupaten Tegal scbagaimanan ditetapkan dalam
Keputusan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2000 temtang Kewenangan Kabupaten Tegal
periu diator lebih lanjut dengan Peramran I)aerah.

1.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal1s/d 6 :  Cukup Jelas.
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Pasal 4

Kewenangan Dderah vang belum dapat dilaksanakan sendiri oleh Daerah, maka pclaksanaamya
dikerjasamakan dengan Pemerintal Pusat, Propinsi atau Kabupaten/Kota lain.

BABIN
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
(1) Hal-hal yang belum dlatur dalam Peraturan Dacrah ini sepammg mengenai tcknis
pelaksanaannya akan diatur Iehih lanjut oleh Bupat:
(2) Dengan tolah disashkannya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 21
Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal, dinyatakan tidak borlaku.
. Pasal ¢ |
Peraturan Daerah ind mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetshuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Dacsah ini
. dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
pada tangal S Juni 2003

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 6 Juni 2003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2003 NOMOR 11 :



LAMPIRAN

Peraturan Umﬂwr Kabupaten Tegal

| 1. Bidang Survey dan Pengendalian:

2. Bidang Pengairan:
a.Pengembangan Prasarana  dan
sarana.

1. Penyusunan Rencana Induk
pengembangan prasarana dan
sarana pengairan pada wilayah
sungai,

2. Huﬂ.onmmsmm: teknis

0

WRNAM W

[\

. Melaksanakan vn:mzawﬁ_ma data, penelitian, penyelidikan w&& kelayakan dan

AMDAL.

Melaksanakan survey dan _uoaﬁmmb

Menyelenggarakan pengujian tanah, air dan bahan bangunan.
Melaksanakan pengendalian dan evaluasi;

Melaksanakan pengumpulan data.

Melaksanakan inventarisasi potensi sumber air.

Metakukan inventarisasi kebutuhan air. -

Mengadakan perhitungan neraca air.

Menyiapkan konsep rencana induk.

Melaksanakan pembahasan akhir.

Menetapkan rencana induk wo:m.wavgmg mﬁz_uma daya air pada wilayah sungai.
Melaksanakan desiminasi dan sosialisasi.

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi.

Memberikan konsultasi medik.
Mengadakan supervisi pelaksanaan design.
Mengadakan pemantauan dan evaluasi.

- Nomor : 02 Tahun 2003
Tanggal : 5 Juni 2003
KEWENANGAN KABUPATEN TEGAL
NO. BIDANG KEWENANGAN JENIS KEWENANGAN KETERANGAN
\ 1 2 3 4
- 1 | PEKERJAAN UMUM:

Kerjasama dengan Propinsi/Pusat untuk

AMDAL.
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4. Penyusunan wo_a.awms ckonomi. | 1. Memberikan wonmEEm_ penyiapan data sosio teknik,
2. Membetikan konsultasi peniyusunan analisa ekonomi EEE pengembangan.
3. gﬁmwmmwg pemantauan dan g:ﬁ.

b. Pengelolaan Sumber Daya Air
Pemmkaan, o :

1. Perencanaan pengelolaan, Memberikan konsultast @oﬁﬁu@nﬁ data.

Memberikan bantuan teknik rencana eﬂ_m&og

Mengadakan _uoBgng dan evahiasi.

Memberikan bantuan tekaik ﬁﬁ@&%ﬁy
Memberikan bantuan perigawasan masalah,
Mengadakan pemantauan dan evahuasi

2. Pengelolaan sumber daya air.

Menginventarisasi data sosio teknik. .
Menyusun analisa teknik proyek.
Mengadakan pemantauan dan evaluasi,

3. Pengkajian ekonomi dan teknik
pengelolaan.

Wk W W&

¢. Pelaksanaan eksploitasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi dan
drainase beserta bangunan-
- banguman pelengkapmya.

1. Pemberian jjin pemakaian air 1. Mengadakan evaluasi permohonan fjin.
permukaan, 2. Menyusun rekomendasi teknik.
_ 3. Memberikan jjin sesuai dengan rencana yang &ﬁﬁuwm:
4. Mengadakan pemantanan dan msaﬁm :

2. Pemberian rekomendasi teknik | 1. Mengadakan evaluasi permohonan sekomendasi.
penambarngan bahan galian 2. Mengadakan peninjanan dan kajian lapangai. :
golongan C. : w Memberikan rekomendasi teknik untuk dasar r pemberian fjin. -
. H&gmm%wmﬁ pemantauzn dan evaluasi.
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w.mﬁmgggu&mgm.. H.Eggngggéggﬁ maﬁwﬁﬂﬁggngomﬁ
_ . : pengeringan saluran irigasi., . : : :

2. Menetapkan masa irigasi.

3. Mengadakan pemantaian dan evatuasi,

4. Pelaksanaan pengoperasian 1. Melakukan inventarisasi fasilitas pengoperasian dan ketersediaan air.
pinty air. _ 2. Menentukan prioritas kebutuhan air. -

’ 3. Mengadakan perhitungan neraca air.

4. Menetapkan pembagian air, :

5. Melaksanakan pengoperasian pintu air,

6. Mengadakan pemantauan dan evalyasi.

5. Penyusunan rencana 1. Melakukan inventarisasi kerusakan jaringan irigasi dan deainase.

pemeliharaan jaringan dan 2. Menyiapkan gambar-gambar pefaksanaan pemelharaan,
drainase. 3. Menyusun rencana anggaran biaya pemeliharaan/angka kebutuhan nyata eksploitasi
: dan pemelikiaraan (AKNEP), -
4. Membuat dafiar skala prioritas pemeliharaan,
6. Pelaksanaan pemeliharaan 1. Menyiapkan dokumen pengadaan jasa.
jatingan dan drainase. 2. Melaksanakan pengadaan jasa.

3. Melaksanakan pemelikaraan.
4. Melaksanakan pengendalian pekerjaan pemeliharaan
5. Mengadakan pemantauan dan evaluasi.

d. Perijinan uatuk mengadakan
perubahan dan atau pembongkaran
bangunan-bangunan dan saluran
jaringan irigasi, prasarana dan

1. Penelitian permohonan ijin. 1. Mencliti kelengkapan permohonar jin.
2. Menetapkan kegiatan vang perdu diklarifikagi.

2. Pengkajian lapangan. 1. Melakukan peninjavan lapangan. -
2. Menghkaji dampak dan keamanan banguman pengairan:dan Lingkungannya,
3. Menyusun laporan hasil kajian lapangan. _

>




3. Penetapan/pencrbitan surat
ijin.

| e Perijinan untuk mendirkan,

mengubah atav membongkar

bangunan-bangnnan lain.
1. Penclitian permohonan,

2. Pengkajian lapangan.

3. Permohonan rekomendasi
instansi terkait,

4. Penetapan/.penerbitan surat

| £ Pelaksanaan bangunan dan

perbaikan jaringan utama irigasi

beserta bangunan pelengkapnya.

1. Penyusunan program
- pembanguan dan perbaikan
Jjarmgan utama irigasi.

L Mengevahiasi hasil uﬂﬁ&g kajian lapangan dan rekomendasi instansi terkait.

| 2. Memberikan keputusan perijinan.

3. Enammg pemantauan dan ¢valuasi.

1. Meneliti kelengkapan permohonan ifin.
2. Menetapkan kegiatan yang perlu diklarifikasi.

1. Kn_mw&&m peninjauan lapangat.

2. Mengkaji dampak dan keamanan banguman, pengairan dan ingkunganmya.
3. Menyusun laporan hasil kajian Eﬁgmﬁ |

1. Mengadakan inventarisasi masalah dan data-data pendukunbg.

2. Mengadakan identifikasi masalah.

3. Membuat alternatif pemecahan masalzh.

4. Mengadakan evaluasi pemecahan masalah.

5. Menetapkan alternatif pemecahan masalah.

6. go:m&:wg permohenan rekomendasi pemecahan masalah kepada instansi terkait.

| 1. Mengevaluasi hasil penelitian, kajian lapangan, dan rekomendasi instansi terkait.

2. Memberikan keputusan perjjinan.
3. Mengadakan pemantanan &E evaluasi.

1. Eﬁm&mw&- pengumprtan data dan atax irventarisasi kerusakan jariingan.
2. Meneniukan prionitas program pembangunan dan perbaikan.

13, Menyusun wcnmm@ faporan akhir program _uanBmEg dan perbaikan.” -
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4. Mengadakan wo:m&gs 1 publik. :
5. Meng Evrs progiam pembangunan dan um&a_ﬁn

2. Penyiapan desipn, 1. Melaksanakan survey pengukuran dan pemetaan.
o 2. Melaksanakan pengumpulan data, penelitian, penyelidikan dan . studi w&@mwﬁ dalam
rangka pembangunan dan perbaikan,
3. goﬁgmaammu:aﬂaﬁm gﬁuﬂ%&ﬁf@m

3. Penganggaran pembizyaan 1. Menyusua rencana anggaran biaya.
pembangunan dan perbaikan. 2. Mengajukan usulan anggaran bisya a pelaksanaan.
: 3. Melakukan konsultasi instansi terkait.

4. Pelaksanaan pembangunan dan | 1. Menyiapkan dokumen pengadamn jasa konstruksi.

perbaikan jaringan utama 2. Menyelenggarakan pengadaan jasa konstruksi.

irigasi. 3. Melakukan pelaksanaan dan atau camﬁggvﬁmgggvﬁg
4. Mengadakan pemaniauan dan evaluasi,

£ wnnwﬁg rencana penye &Bn
Eﬁmﬁ

1. wgwcmﬁ_ﬁ Tencana , 1. Eonmm%EE gg?ﬁm&&&ﬁ._ﬂu ﬁﬁnmﬁ
kebutuhan air irigasi, 2. Menctapkan satuan kebutuhan air antuk tanaman dan irigasi,
3. gﬁéﬂ%ﬁww@w tuhan air irigasi.

2. Penyusanan prakiraan 1. Melakukan pengumpulan data hidroklimatologi.
- ketersediaan air. 2. Menyusun data debit dan curah hujan per periode (tengah bulanan).
3. Mengamalisa ketersediaan air.
4, Ennwcugw gggm cngan ke mb&_mn 30%.

3. Penyusunan rencana penvaluran |1, MMen ”ﬂ.wnm ke _EEE air unttuk {anaman,
dan pemberian air. 2. Menghitang ke E—Emm:aa&.ﬁ!mﬁﬁma
3. Menetapkan ketersediaan air.
4. Menghitung dan menetapkan factor K. _
5. Menyusun rencana pemberian air masinmg-masing petak tersier.

5




h. Pengaturan penggunzan air itigasi,

1. Persiapan wm:g_
rencana pedomasn

kebutwhan air di jaringan

tersier.

2. Penetapan pedoman
penggunaan air irigasi di
Jjaringan tersier.

3. Pelaksanaan pemantauan
dan evaluasi.

. 1 Pengaturan tentang pengamanan

dan pelestarian sumber air.

1. Penyusunan pedoman
pengamanan dan pelestarian.

2. Pemantauan dan evatuasi,

SR o i

Ne 0090 tswo-

W W e

?Emwmpsmwg Edmugnmma pertanaman dan hidvoklimatologi.
Menganaiisa data.

Meruinnskan penggunaan air frigasi.

Membuat konsep awal.

Melakakan konsultasi publik,

Menyusun konsep akhir.

Melaksanakan pembahasan konsep akchir.
Menyusun pedoman pepggunazn air irigasi.
Menetapkan pedoman pengennaan air figasi.
Melaksanakan desiminasi dan sosialisasi.

Memaniau pelaksanaan penggunaan air irigasi.
Melaksanakan evaluasi peiaksanaan ﬁgﬁﬁﬁ air irigasi.
Membuat laporan,

E&mwmgag inventarisasi sumber air.

Melaksanakan analisa pemantaatan dan penggunzan mEm_._.Q air,

Merumuskan pemanfaatan suroher air.

Menyusun komsep awal pedoman.

Melakukan konsultasi publik.

Memyusun konsep akhir. =

Melaksanakan pembahasan akhir,

Merniyusun pedoman pengamanan dan pelestarian mﬁsuou air,
Melaksanakan desiminasi.

gnig%n permantauan dan evaluasi.
Menyusun laporan.




. J Perlindungan, pengamanan,
pemanfaatan dan pengendalian

pencemaran air baku.
1. Penctapan rencana penyediaan
air baku,

2. Pelaksanaan rencana

penyediaan air baku,

3. Perijinan penggunaan air baku.

4. Pedoman peraturan tentang
penyediaan air baku,

5. Pembinaan sumber daya
manusia mengenai teknis
penyediaan air baku,

6. Penpawasan teknis urusan
penyediaan air baku.

k. Perlindangan, pengamanan,
pemanfaatan dan pengendalian
pencemaran pantai, muara dan
delta. ,

1. Penyusunan rencana dan
rencana teknis perlindungan
dan konservasi pantai.

o)

N AR N R DR AN

W

. Penyusunan dan rencana prioritas wﬂa\o&g air baku.

" Pemantauan penyediaan air.

Pemantauan penggunaan air untuk masing-masing kebutohan,
Pengaturan pemeliharaan bangunan.
Pengoperasian bantuan.

Evaluasi atas permohionan ifin.
Pemberian ijin.

Penyiapan penyusonan dan pencrapan  peraturan  perundang-undangan fingkat |
Kabupaten. _ . A :
Penctapan, penyusnnan perundang-undangan tingkat kabupaten.

Pembinaan dan pengembangan untuk kemampuan organisasi.
Pendidikan formal untuk petugas atau pejabat intern.

Pelatihan untuk petugas/pejabat intern dan instansi terkait. .
Penyuluhan kepada masyarakat uptuk memberikan pengertian motivasi.

Pengawasan preventif atas kegistan operasional teniang  perencanaan  feknis, |
pelaksanaan pembangunan dan perbaikan serta EP jaringan penyedizan aii baku,

Pengawasan preventif atas kebutuhan penyediaan tethadap peraturan perundang-
undangan, pedoman petunjuk teknik standart nasional Tndonesia. .

Pengumpulan data dan inventarisasi kerusakan,
Pemetaan. : :

Analisa data dan penyusunan rencana,
Rencana teknis, - .




. Penetapan rencana dan rencana
teknis, perlindungan pantai,
. muara dan delta.

. Pelaksanaan pembangunan dan
peningkatan bangunan
petlindungan pantai, muara
dan delta.

. Pemeliharaan perlindungan
pantai, muara dan delta,

. Perijinan pemanfaatan pantai,
muara dan delta.

. Pedoman peraturan tentang

- peilindungan pantai, muara

dan delta,

. Pembinaan sumber daya
manusia tentang teknis
perlindungan pantai, muara
dan delta,

. Pengawasan tekniy

wﬂmﬁgmgwaﬁraﬁa
dan delta. |

Pemberdayaan masyarakat petani
pemakai air,

1. Pembentukan kelembagaan.

Mo W

i S

NeEe AN el

S

Inventarisasi rencana dan rencana teknis.
Evaluasi rencana dan rencana teknis untuk sinkronisasi program,
Penctapan atas rencana dan rencana teknis,

w«ﬁaﬁ.ﬁ:wgmmn_vﬁmg&: vﬂ_hﬁ_sg mﬂnwvﬁbmmémﬁ wﬂ:nnﬁ_ mm_oﬁcgm
di. -
Koordinasi pelaksanaan perindungan dan konservasi.

Perencanaan _ua,n_amwg.
Pelaksanaan pemeliharaan.

. Pengawasan pemanfaatan dan fungsi bangunan perindungan.

Evaluasi techadap penmohonan ijin dard instansi yang berwenang.
Penyusunan rekormendasi teknis univk pemberian ijin pemanfaatan,
Pemberian ijin,

Penyiapaan penyusunan dan peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten.

Menetapkan peraturan perundang-undangan tingkat Kabupaten.

Pembinaan dan pengembangan uatuk kemampuan organisasi,
Pendidikan formal antuk petugas atau pejabat yang berwenang,
Pelatihan wntuk petgay/pejabat intern dan instansi terkait,
Penyuluhan kepada masyarakat vntuk memberikan motivasi,

Pengawaasan preventif atas kegiatan oum,ammmoﬁ_. , :
Pengawasan preventif atas peraturan perundang-undangan.

Inventarisasi masyarakat pemakai air,
Sosialisasi.
Pembentukan lembaga masyarakat pemakai air (Dharma Tirta).
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2. Pengembangan
kelembagaan. .

3. ,wwuwwwurwa,ﬁgmn_cg
rioasi

m. Perdinduigan, pengamanan,
pemanfaatan dan pengendalizn

.. pencemaran sumber air (sungai,
danau, rawa, mata air, waduk dan
bangunan air lainnya).

" 1. Penyiapan perencanaan
samber air,

2. Pelaksanaan wan.vaﬁ.:bwn |
dan perbaikan prasarana
dan suniber air.

W

Pelatihan anggota Dharma Tirta.

Pembinaan dan pengembangan agar dapat mandiri dan membentuk usaha ckonomi.
Mendorong kelembagaan menjadi berbadan hukum,

Melakukan pemantauan dan evaluasi, o

Sosialiasi penyerahan irigasi. .
Menyusun pola pelaksanaan kerjasama pengelolaan KSP,
Melaksanakan pengelolaan kerjasama KSP.
Menyiapkanm pola pendanaan EP.

Menyiapkan proses pengelolaan irigasi,

Melakukan pemantavan dan evaluasi

PP ENE R

Melaksanakan survei pengukuran dan petetaar: air sungai serta Tokasi genangan air.
Melaksanakan pengompulan data, penclittan, penyelidikan dan kelayakan dalam
rangka pengembangan sumber air sung. o :
Menyusun dan menetapkan perencanaan dan program. . - -
Melaksanakan kegiatan hidroklitnatologi dan menganatisa swber air.
Membuat desain rinci dan pengadaan jasa. : . .

bl

Menyusun dokumen pengadaan jasa.
Melaksanakan pengadaan jasa kontrak, -~ )

Melaksankan Pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian tethadap
penyediaan konstruksi. : - o _ .
4. Melaksanakan pemantanan dan evaluasi, |
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3. Pengaturan pemanfaatan
sumber mw.‘

- 4. Pelaksanaan umB%wﬁmmE

sumber air.

5. Pengendalian erosi
sedimentasi dan kualitas
sumber air.

6. Pencegahan

penanggulangan bencana
alam sumber air.

n. Eksploitasi & pemeliharaan
waduk. .

1. Perencanaan penggunaan
dan ketersediaan,

PRAAMEDNE Raw -

1. Menyusun pedoman wa:m&:vmp: untuk pengalokasian air. .
2. Menyusun pedoman penggunsan daersh sempedan sungai, waduk/danau & mata air.
3. Menyusun pedoman alokasi air.

| 4. Menyusun pedoman pemanfzatan afur dan bintaran sungai untuk drainase, transportasi,

rekreasi, pertanian dan perikanan.
5. Menetapkan pedoman penggunaan &ﬁnw reiensi.

1. Melaksanakan inventarisasi kondisi prasarana dan sarana sumber air.

1 2. Menynsun rencana pemeliharaan sumber air.

3. Menyusun rencana anggaran biaya pemelibaraan sumber air,
4. Melaksanakan Pemeliharaan sumber air. :

Mengidentifikasi ruas-mas sengai yang mempunyai masalah erosi dan sedimentasi,
Menetapkan ruas-ruas  Iokasd  bahan galisn golongan C dan syarat teknis
penambanangan. . : .

Memantau perubahan geometric alur sungai dan keamanan bangunan disungai.
Melaksanakan pengaturan-pengaturan debit sodimen Yang memasoki alur sungai.
Melakukan tindakan pencegahan terhadap peacemaran sumber air. .
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi. .

Pendataan daerah rawan bencana banjir dan kekeringan.

Memberikan peringatan dini gawat banjir pada masyarakat,

Menyusun petunjuk. toknis penanggulangan bencana banjir dan kekeringan.
Menyiapkan peralatan penznggulangan bencans banjir.

‘Mengadakan bahan banjiran. .
‘Menyiapkan satgas banjir.

Melakukan penaggulangan bencana bair.

Melaksasiakan pemantanan dan evaluasi.

1. Mengadakan pengumpulan data. :
2. Menentukan program prioritas penggunaan air.
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2. Pelaksanaan eksploitasi
waduk.

waduk.

4. Pelaksanaan pemeliharaan
waduk.

0. Pengelolaan hidrologi dan
hidrometri.

1. Pengumpulan dan
pengelolaan data.

2. Pelaksanaan survey dan
pengukuran.

APERPRE AR RNS WRNe AW

bl

W N

- Melakukan perhitungan neraca air.

Mengadakan konsultasi publk,
Menetapkan alokasi ar. .

Melakukan inventarisasi fasilitas eksploitasi dan ketersediaan air.
Melakukan pengoperasian waduk.
Mengadakan pemantauan dan evaluasi.

Melaloikar inventarisasi kerusakan tubuh bangunan & bendungan pelengkapnya.

Melakukan penclitian dan pengamatan,

Melakukan inspeksi dan pengaturan secara berkala,

Melakukan inspeksi dan pengatutan secara khusus.
Menyiapkan gambar-gambar pelaksanaan pemeliharaan waduk.
Menyusun RAB dan AKNEP,

Menyiapkan dokumen penyediaan jasa.

Melaksanakan Penyedizan jasa.

Melakasnakan pemeliharaaan bangunan stmgai,
Melakasanakan pengendalian pekerjaan bangunan sungai.
Mengadakan Pemantavan dan evaluasi.

Melakukan pengumpulan data hujan, debit dan Klimatologi.
Melakukan pengolahan data hujan, debit dan Klimatologi. :
Membuat data base. -

Melakukan pengukuran debit, . :
Melakukan pengambilan sample air untuk pemantauan kualitas air dan sedimentasi
Melakukan kalibrasi bangunan pengairan. o

Dikerjasamakan dengan Propinsi.
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3. Pengkajian dan analisa
data,

4. Pemeliharaan fasilitas.

5. Publikasi. -

3. Bidang Bina Marga:

4. Bidang Cipta Karya:

5. Bidang kebersihan, pertamanan dan

| perkotaan, -
| a Kebersihan.

APRMRE e

e

—y
.

B
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Menyusun laporan hasil analisa, ,

Melakukan inspeksi pos hujan, debit dan hujan.
Melakukan inventarisas kerusakan. |
Menyiapkan rencana pemeliharaan.

Membuat RAB. .

Melaksanakan pemeliharaan.

Melakukan penyusunan laporan.
Mendistribusikan hasil laporan.

Melaksanakan penyusunan rercana teknis prograrm, pembinaan dan bimbingan teknis
dibidang Binamarga.

Melzksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Binaroarga.
Melaksanakan perifinan dan pengawasan, pemanfaatan jalan beserta ufilitiesnya.
Melaksanakan penanggulangan jalen dan jembatan akibat bencana alam.

Melaksanakan pengumpulan den pelaporan bidang Rinamarga,

Melaksanakan penyusunan dan penctapan rencana penataan ruang dan rencana teknis
bidang Cipta Karya. ‘

Melaksanakan pengelolaan gedung-gedung pemerintah dan rumah dinas.

Melaksanakan perijinan bangunan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan
bidang Cipta Karya. . .
Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan bidang Ciptaa karya.

Pengaturan pelayanan kebersihan,

Penarikan retribusi sampah atau kebersihan.

Pengelolaan sampah. .

Pembinaan masyarakat dibidang kebersihan,

Pengawasan terhadap kegiatan penanggulangan limbah padat atau cair.
Pengataran pelayanaa penyedotan tinja.
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b. Pertamanan.

¢. Perkotaan,

KESEHATAN:

1. Perencanaan pembangunan
kesehatan.

2. Pengorganisasian.

3. Kepegawaian dan tenaga keschatan.

4. Pelaksanazan upaya keschatan. ,

RoR RN -

Vi w N A e

Penyususan, ua.obom:ﬁp penibangunan dan RB%&EHH EE%

Penataan falur hijan jalan kota.

Pemibibitan dan penghijauan kota.

Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kota {open %mno alun-alun, BobE:ﬁf
patung-patung dan sebaginya).

Pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan taman.

Penyediaan dan wg&rﬁmmb satana dan prasarana stadion milik Pemda.,

Penyusunan dan perencaan tata kota.

Pembangunan dan pemekharaan sarana dsan prasarana kota (trotoar, tugu batas woﬁ :

salurar kota, dan sebagainya).

Pembangunan dan pemetibarazn quﬂg jalan umum se Kabupaten Tegal.
Pengaturan pengelolaan dan pengawasan pemakaman umnm (Tiorighoa).
Pengaturan dan penerbitan bangunan-bangenan dan sarana kota lainnya.

. wanu,ﬁﬂnmn roncana dan penetapan  kebfjakan pembangunan w&aﬂ.ﬂ: mw&m

Kabupaten.
Penyusunan rencana operasional, petunjuk pelaksanaan, petunjuk tekais kegiatan
E&Sm keschatan, .

Pengaturan dan pengorganisasian system keschatan skala Kabupaten.

Mengatur wﬂ.ﬁﬁ»ﬁ: dan perningahan ﬁuwmm kesehatan skala Kabupaten.
Perhitungan & penetapan kebutuhan pegawai alau tenaga keschatan skala Kabupaten.
Pentyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis Hnmmp kesehatan mw&u Kabupaten,
wmmg._:wm: dokter pemeriksa tersendiri. .

Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan kuratif (rumah ‘sakit, puskesmas,
puskesmas pembantu, rumah sakit khusus) skala Kabupaten.

Penyelenggaraan pelayanan keschatan keluarga,

Kerjasama dengan Propinsi/Pusat,
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5. Bimbingan, pengendalian dan
pengawasan upaya keschatan,

qHN e W

Pengadaan obat pelayanan keschatan dasar csensial atau bahan dan peialatan
kesehatan skala Kabupaten.
Penyelenggaraan upaya promosi keschatan masyarakat skala Kabupaten.
Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit skala- Kabupaten,

. Surveylance epidemilogi dan penanggulangan wabah atau kejadian luar biasa skala
Kabupaten, _ ,
Pengawasan keschatan kerfa, pencemaran lingkangan, pengendalian kasus keracunan
makanan dan minuman pestisida. T
Penyelenggaraan penyehatlimaan lingkunpan meliputi: penyehatan perumahan dan
lingkungan, penychatan ferpat-terpat vrum dan industri termaasuk industti umah
tangga makanan dan minuman, penvehatan makanan dan minuman serfa pengamanan
pestisida skala Kabupaten.

| 2. Penyelengzaraan system kewaspadaan pangan dan giA skala Kabupaten.
-t 10. Peningkatan gizi masyarakat skala Kabupaten,

11. Pencegahan, penanggulingan, penyalabeunaas obat dan Ewoa_s“ psikotropika, zat
- adikif dae bahan berbabia skaly Kabupaten,

12. Penyelengsaraan  laboratoringe.  kesehatan (laboratorium klinis dan laboratorium
kesehatan linglungan). . :

13. Pelaksanaan penyuluban atav kampanve keschatan dan pemberdayaan masyarakat
bidang keschatan skala Kabupaten.

14. Pengembangan kerjasama lintas sector skala Kabupaten

15. Penanggulangan masalah kesehatan khusus

Pengawasan dan penerapan standar bidang kesehatan dalam lingkup Kabupaten,
Bimbingan dan pengendalian pelayanan keschatan pemerintah skala Kabupaten.

- Bimbingan dan pengendalian pelayanan keschatan -swasta (rumah sakif, balai
pengobatan, praktek dokter, prakiek bidan, apotik, toko obat dan lainain).
Bimb. & pengendalian penychatan lingkungan wni. mewujudkan Kab. sehat.
Bimb. & pengendalian pengobatan tradisional/sentra pengobatan tradisional.
Bimbingan teknis dan pengendalian sarana dan disteibusi ohat skala Kabupaten,
Bimbingan dan pengendalian pencegahan dan pemberantasan penyakit,
Bimbingan peningkatan gizi masyarakat, - o :
Bimbingan dan pengendalian késehatan kelnarga.

RN R W

Kerjasama dengan Propinsi/Pusat,
Ketjasama dengan Propinsi/Pusat.

Kerjasama dengan Propinsi/Pusat.
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6. Perijinan bidang keschatan.

7. Pembiayaan keschatan,

3. Hﬁﬁﬁg

m. won&nﬁ .w egmw:wmpmﬁ
keschatan, _

10. Pengendalian dan pengawasan terhadap mutn keamanan obat tradisional kosmestika

dan alat keschatan,

11. Bimbingan dan pengendalian  sistern pembiayaan | kesehatan melalui  jaminan

L

2
3
4. 1
s
1
2

(=)
H

-
H

pemeliharaan keschatan masyarakat atau sistern yang lain,

‘| 12. Bimbingan standar kelayakan gizi pada instinug; bagi karyawan,

Perijinan sarana kesehatan pemerintah maupun swasta {ramah wmwmn balai pengobatan,
rumah  bersalin, apotik, laboratorium Kkhinik swasta, depot obat, opiik) skala
Kab . ’ .

- Perijinan distribusi Pelayanan obat (apotik/toko obat) skala Kabupaten.
- Perijfinan dan sertifikasi laik schat Pada pengelolaan makanan (restoran, rumah

. Penerapan dan pengaturan tarif vo_&gnn kesehatan, tarif petifinan, sertifikasi, tarif

rekomendasi bidang pelayanan kesehatan skala Kabupaten.

- Pengembangan  sistem pembiayaan  kesshatan melalni  jarminan pemeliharaan

keschatan masyarakar dan atau sistern lain.

Penyelenggaraan sistim informasi kesshatan skala Kabupaten,

Penyelenggaraan sistim kewaspadaan bidang kesehatan,
Penelitian dan pengembangan bidang keschatan skala Kabupaten,

Perfinan RS diserahkan kepad
Prop/Pusat sesuai Pemenkes No. 118
A /Menkes / SK / 94 tentang wewenany
Penetapan Ijin & Bidang Keschatan,
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THL.

PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN

1 1. TX,SD,SLTP dan SMU/SMK.

1. Penyusunan dan penctapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan TK,SD,SLTP,
SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang berlaky.

2. Penctapan kurikulum muatan lokal pendidikan sckkolah TK,SD,SLTP,
mgggg&mﬁﬁﬂm@mﬁaﬁoﬁwﬁg _

3. Pelaksanaan Kurikulum Nasional berdasar pedoman yang berlaku.

. 4. Pengembangan standar kompetensi siswa TK,SD,SLTP, SMU dan SMX

atas dasar minimal kompetensi yang berlaku.

5. Pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan PBM dan B»ammwuﬁu

sekolah. ‘

6. Penetapan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar TK,SD,SLTP, SMU
dan SMK berdasarkan pedoman yang berlaku.

7. Pelaksanaan evaluasi belajar tahap akhir TK,SD,SLTP, SMU dan SMK
berdasar pedoman yang berlaku. ‘ :

8. Penectapan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar
efektif TK,SD,SLTP, SMU dan SMK berdasarkan keputusan pemerintah.

9. Penyusunan  tencana dan pelaksanaan  pengadaan, . pendistribusian,
pendayagunaan dan perawatan Saranaz prasarana termasuk pembangunan
infra struktur TK,SD,SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang

| berlaku

10. Pengadaan blankoe SPPD dan DANEM SD, SLTP, SMU dan SMK di

- Kabupaten Tegal berdasarkan pedoman yang berlaku. _

11. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok dan buku lain yang dipetfukan TK, SD,
SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman vang berlaku. ,

12. Pemantauan dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana TK, SD, SLTP,
SMU dan SMK. .

13.Penyusunan juklak kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK
berdasarkan pedoman yang berlakn.

14, Pelaksanaan kegiatan pembipaan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK
berdasarkan pedoman yang berlaku.

15. Penetapan kebijakan pelaksanaan pencrimaan siswa TK, SD, SLTP, SMU|
dan SMK berdasarkan pedoman yang berlaky, _ .
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| 2. Pendidikan Luar Sckolah (PLS).

| 21. Pelaksanaan program ketja sama luar negeri di bidang pendidikan dasar dan

| 24. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelengparaan belajar jarak jauh

16. Penctapan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa TK, SD, SLTP, SMU
dan SMK berdasarkar pedoman yang berfaku.

17. Pemantauan dan evaluasi kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.

18. Perencanaan dan penetapan pendirian dan pentupan TK, SD, SLTP, SMU
dan SMK berdasarkan pedornan yang berlaku. L

19. Pelaksanaan akreditasi TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan
pedoman yang berlaku. .

20. Pelaksanzan. monitoring dan -cevaluasi kinerja TK, SD, SLTP, SMU dan
SMK.

menengah sesual dengan pedoman. - . :
22. Pembinaan pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK termasuk sckolah di
daerah terpencil, ‘sekolah terbuka, sekolah rintisan/unggulan dan sckolsh
yang terkena musibab/bencana berdasarkan pedoman yang berlaku.
23. Penetapan dan membantu sarana dan prasarana jarak javh, .

atas dasar pengaturan dari pemetintah.

25.Penctapan  petunjuk  pelaksanaan pembizyaan.  pendidkan  dan
mempersiapkan  alokasi  biaya pendidikan  agar mendapat  priortas
berdasarkan pedoman yang berlaka.

26. Pengembangan petumjuk pelaksanaan pengelolaan pendidikan di sckolah
berdasarkan pedoman yang berlaku. o

27. Fasilitasi peran serta masyarakat di bidang pendidikan berdasarkan pedoman
yang berlaku, :

28. Perencanaan kebutuban, pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan
TK, 8D, SLTP, SMU dan SMK.

29.Pelaksasnaan mutasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK
berdasarkan pedoman yang berlakn. .

30. Pelaksanaan pembinaan dan pengemnbangan karir tenaga kependidikan TK,
SD, SLTP, SMU dan SMK. _ _

H.wsﬂgx_awaﬁaés_og?mwaggﬁéai
yang berlaku. _ :
2. Pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal PIS berdasarkan

pedoman yang beraku,

Dikerjasamakan,

Dikerjasamakan.
Dikerjasamakan.

Dikerjasamakan,
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3. Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga.

w.mgmmﬁggwﬂﬁg&mm: Eﬁmﬁmg gag_owawﬁm.
4. Penetapan jukiak penilaian hasil belajar PLS. .
5. Pelaksanaan evaluasi hasil belajar PLS.

| 6. Perctapan jukiak penyelenggaraan program PLS.

7. Penyelenggaraan program PLS.,

8. Pelaksanaan program kerja sama Inar negeri PLS. .
9. Perencanaan kebutuhan pengadaan. dan penempatan tenaga: kependidikan
10. Pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan PLS. .. -~ o -
11. Pembinaan dan pengembangan karir tenaga kependidikan PLS. o
12. Penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi PLS. - -
13. Peetapan jullak penyelenggaraan kursus dan kewirausahaan, - . - |
14. Pemberian fjin penyelenggaraan khusus, o L
135. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan karsus dan kewirausahaan.
16. Penclitian pengembangan mode program khusus. .

17. Pembinaan tenaga tekais PLS. :

18. Pendayagunaan program teknologj komunikasi vnnuk pengeiolaan PLS.

19. Pengembangan soal ujian atan penilaian hasil belajar PTS sesuai kurikudum
muatan Jokal di Kabupaten, : . :

20. Pelaksanaan inovasi PLS di Kabupaten.

1. Perencanzan  kebutuhan pengadaan dan penempatan  tenaga  teknis
pembinaan pemuda dan olah raga,

2. Pelaksanaan mutasi tenaga tekris pembinaan pemuda dan olah raga.

3. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir tenaga teknis pembinaan
pemuda dan olah raga,

4. Pemyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi

pembinaan olah raga. ’

3. Pelaksariaan pembinaan tenaga teknis pembimaan permuida dan olah raga.

6. Penetapan juklak pemberdayaan peruda.

7. Pelaksanaan pembertdayaan orpanisasi kegiatan kepemudaan.

8. Pelaksanaan pembinaan Paskibra.

9. Pelaksanaan scleksi kegiatan olah raga sekolah dan uar sckolah. -

10. Penetapan juklak kegiatan keolahragamn di sekolah dan Inar sckolah,

Diketjasamakan.

Uﬁaamwﬁ:mwﬁ.

| Diketjasamakan. -
| Dikerjasamakan,
. Dikerjasamakan,

| Dikerjasamakan.
1 Dikerjasamakan.,
. U_xﬂuﬁsmwﬁ. )

Diketjasamakan.

Dikerjasamakan.

| Dikerjasamakan.

Diketjasamakan.
Uﬁa&ggm?.

Dikerjasamakan,

| Dikerjasamakan.
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4. Na_uammuﬂg

- | a Sejarah dan Nilai Badaya.

b. Kesenian, -

- | 3. Pengajuan usul calon peneritnaan penghargaan kebudayaan tingkat Propinsi.

| 3. Penanaman nilai-nilai sejarah dacrah dan nasional, |

11. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan olah raga di sekolah dan Iuar sekolah,
12. Memfasilitasi dan pengembangan olsh raga masyarakat atau tradisional,
13. Mendorong pemassalan dan pembinaan perestasi olah raga.

1. wﬂa,nompma_ __Svﬁ.ﬁmn pengadaan  dan wﬂgﬁﬁﬁ ﬁaﬁmm_ teknis |

kebudayaan. .

2. Pelaksanaan mutasi tenaga teknis kebudayaan. )

3. Pelaksanaan pembinaan dan pengervbangan karir tenaga teknis kebudayaan,

4. Pelaksanaan fasilitas  dan pengelolaan  kebudayaan  daerah tingkat
Kabupaten.

Dikerjasamakan.

Dikerjasamakan,
Dikerjasamakan.
Dikerjasamakan,

| Dikerjasamakan.
6. Pelaksanaan pendataan atau informasi kebudayaan, “Diketjasamakan.
7. Pelaksanaan kerja sama kebadayaan tingkat Kabupaten dan luar negeri, Dikerjasamakan,
8. Memfasilitasi kegiatan kebudayaan antar Kabupaten, Dikerjasamakan.

9. Pendayagunaan program teknologi  komunikasi untuk pengembangan
kebudayaan.

10. Pelaksanaan inovasi bidang kebudayazn di Kabupaten,

1. Pelaksanaan Kkegiatan fasilitasi dan pengembangan  nilai-nilai budaya
enmasuk budaya spiritual.

2. Pelaksanaan fasilitasi dan _pengembangan penulisan sejareh dan nilai sejarah
bangsa. .

a.ﬂo_mﬁgvgm%&m? unﬂ&&m?@nﬁamgﬁr perluasan, pengayaan nilai
budaya di tingkat Kabupaten, - , _ _

1. Pelaksanaan penyebarluasan,

2. Pemberian penghargaan seni.

3. Perfindungan dan pemeliharaan seni. , ‘ :

4. Pemanfaatan seni bagj kepentingan industi budaya dan pranata social budaya
di daerah, :

5. Mengisi pentas seni pada pranata social budaya sesuai dengan tradisi yang

- telah ada,

6. Pemberian ijin organisasi kesenian dan kegiatan kesenian,

Dikerjasamakan,
Dikexjasamakan,
UW&EEEH.

Dikerjasamakan.
Dikerjasamakan,

Diketjasamakan,

Diketjasamakan,
Dikegjasamakan.

Dikerjasamakan. .
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¢. Purbakala.

' d. Bahasa dan Sastra.

1. Pengusulan karya industri budaya untuk dipatestkan.

2. Pembinasn, pengembangan,  pemeliharaan  atau perlindungan dan
pemanfaatan museum tingkat Kabupaten.

3. Pemasyarakatan peraturan pemmuseuman dalam rangka pelestarian,

4. Penyiapan data pendukung permintaan atau zoni, o

5. Pelaksanaan studi pelayanan dan studi lokasi benda cagar budaya (BCB).

6. Penyclamatan, pengamanan, pemeliharaan pemugaran, penggalian  dan
penelitian BCB. -~ »

7. Pengelolaan BCB berskala Kabupaten.

8. Pelaksanaan studi AMDAL pemanfaatan BCB.

9. Pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan ceramah  serta penyebaran
informasi dalam rangka meningkatkan aspirasi dan peran serta masyarakat
terhadap pelestarian BCB.

10. Operasionalisast laboratorium konservasi kebudayaan.

11.Pengamanan BCB.

Hm.wgnngmﬁaaﬁvmﬂmmﬂwgg@ﬁgﬁﬁw:ﬁaﬁg%g
satu Propinsi. _ :

13. Menerima permohonan kepemilikan BCB dari pernilik,

14. Pengawasan pencarian BCB.

15. Pelaksanaan pendaftaran BCB.

| 16. Pemanfaatan BCB dan situs.

17. Pengawasan pemanfaatan BCB di Kabupaten,

- | 18. Penclitian prasejarah arkeologi klasik, arksologi islam dan arkeologi dalam

linglsp dacrah.

19. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi.

20.Kerja sama penelitian arkeologi dengan instansi terkait yang berlokasi di
Kabupateri yang sama.

1. Fasilitasi pelaksanaan penelitian bahasa dan sastra Tndonesia di daerah,

© | 2. Pemasyarakatan bahasa Indonesia Baku dan sastra Indonesia..

3. Pemberian penghargaan bidang bahasa dan sastra.

4. Penelitian dan penelaahan sastra daerah.

5. Pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah. . :

6. Pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra daerah yang bermutu,

7. Peningkatan kemampuan pemakaian bahasa asing.

Dikerjasamakan.
Dikerjasamakan,

- | Dikerjasamakan.

Dikerjasamakar.

Diketjasamakan,
Dikerjasamakan.

Dikerjasamakan,
Dikerjasamakan,

Dikerjasamakan.
Dikerjasarmakan.

‘Dikerjasamakan.

Dikerjasamakan.
Dikerjasamakan.
Dikerjasamakan.

Dikerjasamakan.
Dikerjasamakan.
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5. Administrasi Publik.

6. Organisasi dan Tata Laksana,

7. Kepegawaian,

{ 8. Pengendalian dan Pengawasan,

~ | 3. Pengusulan dana alokasi khusus pengelolaan Dikbud di Kabupaten, .

e Pelayanan bantuan 9&35 dan e&g&am.ﬁ&ﬁmmz di bidang Dikbud. |

| 4 Pendayagunaan informasi untuk perencanaan Dikbud,

| 3. Pengawasan dan pengendalizn pelaksanaan pembinaan kegiatan kepemudaan.

1. Penetapan  perencanaan  pendidikan  dan kebudayaan  termasuk
memperjuangkan alokasi angearan Dikbud. ,

2. Penetapan  juklak kendali mut (supervisi, pelaporan, evalnasi dan
monitoring) penyelenggaraan pendidikan tingkat Kabupaten.

a.wmsmguﬁnwg?xwwrwwmg gmﬂ@%ﬁ%ﬂ@&pﬁﬁﬂﬁ&oﬁﬁ
Dikbud di Kabupaien, :

2. Penctapan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dikbud.
3. Penectapan ketatausahaan dan kerja sama di bidang Dikbud.

1. Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian penctapan  pensitin  gaiji,
tunjangan dan kesejahteraan. pegawai serta Diklat sesuai dengan kebutuhan

kependidikan dan  kebudayaan tingkat Kabupaten dan pengusulan
penghargaan/tanda jasa tingkat Propinsi dan nasisonal

3. Penetapan/pengusulan, pemberhentian dan pemensiunan tenaga Dikbud di
Kabupaten.

1. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Dikbud,
2. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan PLS.

a.wnﬁmﬁﬁgg_wg%naﬁﬁﬁsgwggapw Hamm_&ﬁﬁmuu.
SLTP, SMU dan SMK di lar sekolah. :

5. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian.

6. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan Dikbud.

7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan perdengkapan Dikbud.

8. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penuiupan organisasi. :

9. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan pembinaan dan pengetnbangan
kebudayaan di tingkat Kabupaten. _ , . _

Dikerjasaraakan.
Dikerjasamakan.

_Dmaawmg.

Dikerjasamakan.

Dikerjasamakan.
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9. Perpustakaan Umum.

10.Pendidikan Formal Negeri.

1 11.SKB Adiwemna.

1. Penyelenggaraan kerja sama perpustakaan dengan instansi lain &i lingkungan
‘Kabupaten. -

2. Penyelenggaraan Diklat tenaga fungsionalperpustakaan dan tenaga pengelola
perpustakaan.

3. Pelestarian  bahan budaya perpustakaan karya cetak dan karya rekam di
Kabupaten. -

1. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar termasuk kegiatan kurikuler dan
ekstra kvrikuler, . ‘
2. Pelaksanaan dan pengelolaan adininistrasi sekolah melipud:
a. Administrasi kesiswaan,
b. Administrasi ketenagaan/kepegarvaian,
¢. Administrasi kurikuluny/program pengajaran,
d. Administrasi keuangan. ,
€. Adminisirasi perlerigkapan/sarana prasarana,
f. Administresi perpustakaan.
8 Adrmnistrasi laboratorinm.,
h. Adruinistrasi Tata Usaha.
- i Adinistrasi hubungan sekolah dan masyarakat,
3. Pelaksanaan Wawas:n Wiyata Mandals.
4. Pelaksanaom hubnngan sekolah dengan masyarakat dan instansi terkait,
3. Pelaksanaan pengelotaan administras; sckolah dan manajemen.

1. Kegiatan belajar mengajar dalam raugka pembuatan program percontohan
pendidikan & sekolah. .

2. Pembentukan dan pembinsan  dan percontohan  pelaksanaan  kegiatan
pembinaan generasi muda, : -

3. Pembentukan dan pembinaan piogram percontohan pelaksanaan kegiatan
keolahragaan (KRU), :

4. Pembentukan dan pembinaan program  percontohan pelaksanaan kegiatan
kesegaran jasmani dan rekreas, pembinaan kesegaran jasmani/pendidikan
keschatan, pendidikan baik bagi warga belajar maupun bagi warga
masyarakat lainnya. . .

5. Pendidikan dan pelatihan teraga pelaksana program pendidikan Iuar sekolah,
pemuda dan olah raga. S

D

Dikerjasamakan.

Dikerjasamakan,

Dikerjasamakan.

Dikexjasamakan,

Dikerjasamakan.

Dikerjasamakan,
Dikerjasamakan,
Dikerjasamakan.
Dikerjasamakan.
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LA

PERTANIAN:

1. Pertanian Tanaman Pangan.

6. Pelayanan dan penyebarfuasan informasi sasaran kegiatan dan hasil program
PLS, pemuda dan olah raga.
7. Penilaian dalam gm_svnsm ndalian mutu p _mwmmumﬁ_mﬁm

8. wﬂ_mnn:vwbmm: E,o». si tenaga pendidikan.

; 1. Perencanaan %va:ﬁg pertanian tanaman pangan hortikultura,

2. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan pembangunan
pertamian  tanaman pangan dan hortikultura.

3. Pemantauan dan pengawasan pembangunan pertanian tanaman pangan
hortikuttura.

4. Identifikasi potensi, pemetaan dan pemanfaatan lahan sesuai tata ruang dan
tata gona dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

5. Penctapana sasaran arcal dan lokasi guna pengembangan lahan kawasan
pertanian tanaman pangan dan hortikultura. _

6. Pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian data agroklimat dan data
primer komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

7. Bimbingan dan BoES:hm terhadap pengadaan, distribusi dan penggunaan
berbagai macam jenis pupuk.

8. wﬁgaﬁﬁcﬁ.gnmﬁgﬁgﬁ &mﬂwaaaﬁ_vonmmﬁsﬁ
benih sebar komoditas tanaman pangan dan hortikultura,

9. Mengelola balai benih dan pembinaan penangkar benih tanaman pangan dan
hortikultura,

10.Pengkajian dan pemberian bimbingan terhadap penerapan teknologi sesuai
dengan ekologi lahan,

11 Pclaksanaan  identifikasi dan evaluasi analisis dampak lingkongan
(Penerapan Teknologi).

| 12.Pembinaan dan monitoring Wilayah Sentra Produksi Alaintan.

13.Identifikasi, inventarisasi dan penyzbaran prototype Alaintan.

14.Penyusunan rencana Kkebutuhan dan pengadaan Alzin sesuai %ﬁmau ,

Klasifikasi dan spesifikasinya.
15. Uji coba dan kaji terap Alaintan.
ngggﬁﬁnﬁgﬂﬁgﬁg secara periodic.

Dikerjasamakan.

- | Dikerjasamakan.

Dikerjasamakan dengan Propinsi.

Umadumﬁ_mrmb dengan Laboratorium

| Penelitian.

O_._aaumﬂnag dengan Propinsi.
Dikerjasamakan agma._ Propimsi.
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17. Bimbingan dan pembinaan tentang penggunaan serta vﬂe&_ﬁn Alaintan,

18.Melakvkan monitoring terhadap produksi, distribusi serta penggunaan

19. Bimbingan dan monitoring tethadap pengendalian serangan OPT,

20.Bimbingan dan pengawasan terhadap produksi, distribusi serta pemakaian
pestisida herbisida di bidang pertanian. ,

21. Pelaksanaan pengujian mutu dari berbagai macam pupuk, pestisida maupun
herbisida, .

22. Identifikasi sentra produksi dan sentra pasar tanaman pangan dan
hortikultura,

23, Pengawasan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura,

24. Mclakukan pembinaan dan monitoring promosi pemasaran  komoditas

pangan dan bahan pangan dari tanaman pangan dan horiknttura,
25.Jdentifikasi sarana dan prasarana pendukung  dalam proses produksi
. pemasaran. .
26.Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta penyebaran
informasi pasar dan pemasaran.
27.Penyediaan - informasi pengembangan wsaha tani tanaman pangan dan
hortiknltura yang diperlukan untuk pengusaha, ‘

- | 28. Recording, monitoring serta analisa hasil panen secara periodic.

29. Mclaksanakan perhitungan kebutuhan pangan, persediaan - pangan dan
surplus produksi pertanian dari penduduk kabupaten. .

30.Pembinaan  peningkatin mutn  hasil pertanian tapaman pangan dan
hortikultura, : .

31. Rekomendasi pemberian ijin, pemantavan dan pengawasan perusahaan yang
bergerak pada sub sector pertanian tanaman pangan dan hortikuliura.

3Z.Pembinaan dan pengermbangan kerja sama kemitraan antara petani dengan
pengusaha.

33.Bimbingan dan fasilitasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan

Dikerjasamakan dengan Propinsi.

Dikerjasamakan dengan Propinsi, .

Dikerjasamakan dengan Propinsi.
Dikerjasamakan dengan Propinsi.

pengelolaan sumber daya alam hayati perfanian tanaman pangan dan| -

hortiknltura,

34.Bimbingan tcknis pengembangan lahan, konservasi tanah dan air serta)

rehabilitasi Iahan kritis di kawasan Iahan pertanian,
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2. Perikanan.

35. Pengujian Iapangan secara lokal tethadap produk bara dari pupuk, pestisida,
herbisida serta Alaintan. , :
36. Rekomendasi lokal tethadap pengpunaan pupuk, pestisida, herbisida serta
37. Pembinaan dan pengembangan permodalan bagi petani. . .
38. Penumbuhan, pengembangan serta pengolahan potensi yang dimilki baik

sumberdaya alam maupun manusia,
39. Pembinaan dan pengembangan kreativitas dalam menemukan inovasi bam
guna meningkatkan produk dan mut: hasil pertanian. :

40. Evaluasi kinerja dan birokrasi pertanian di Kabupaten,
| 41. Evaluasi terhadap dampak penggunaan pestisida, herbisida terhadap jasad

renik secara periodik.

1. Penyediaan dukungan pengermbangan hasil kaji terap rekayasa teknologi
perikanan dan sumberdaya perairan lainnya. A

2. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut Kabupaten
sejauh 4 mdl,

3. Penctapan zona lahan dan perairan untuk kepentingan perkanan tangkap
dan budidaya. : :

4. Penyuluhan teknis bidang perikanan dan bimbingan organisasi nelayan,
bakul ikan, pengolah dan petari ikan. : ‘

5. Pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya kan,

6. Pencegahan dan pemberantasan hama penyakit ikan.

7. Penyediaan dukungan penyelenggaraan benih ikan/udang unggul,

8. Pemberian fjin usaha pembibitan/pembenihan kan air tawar, payau dan laut.

9. Sertifikasi benih ikan/udang, ,

10. Penyediaan dukungan pengembangan kolam pancing dan warung ikan.

11. Penyediaan dulungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan
pengembangan terapan dibidang perikanan,

12.Pemberian fjin usaha pengolahan hasil perikanan dan kelautan serta
dukungan sarana dan prasarana. : :

13. Pengaturan pengpunaan air irigasi.

14. Promosi ekspor komoditas unggnlan Kabupaten, .

15.Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam  bidang
perikanan, S

Dikerjasamakan dengan Propinsi.

Dikerjasamakan dengan Propinsi, |

Dikerjasamakan dengan Propinsi.

Diketjasamakan dengan Propinsi dan
Kabupaten/K ota lain.

Dikerjasamakan dengan Kab/Kota lain.

Diketjasamakan dengan Propinsi.
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16. Perencanaan pembangunan perikanan dan kelautan lingkup Kabupaten,
{ 17.Pengkajian dan evalvasi dampak pelaksanaan kebijakan dan program

pembangunan perikanan dan kelautan.
18.Identifikasi potensi, pemetaan dan pemanfaatan lahan sesuai tata raang dan
tataguna pembangungan perikanan. . _ .
19.Penyelenggaraan  fasilitasi  eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan
. pengolahan sumberdaya alam perikanan.

20. Analisa dan evaluasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk :&%B
dan petani ikan dalam melakukan penangkapan, budidaya, pengolahan serta
- . pengelolaan hasil,

| 21. Penentuan standar harga pola sentra pasar produksi ikan segar maupun

olahan.

22. Pengawasan muty hasil olahan serta pemasarannya.

23.Pembinaan dan pengawasan  kegiatan budidaya, pengoldhan yang
berwawasan lingkungan. :

| 24. Pengawasan distribusi produksi serta sertifikasi benih dan induk .

. | 25.Penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan alat serta mesin sesuai
dengan klasifikasi dan spesifiknya. .

26. Pembinaan dan monitoring wilayah sentra produksi perikanan,

27. Pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian data primer komoditas
perikanan.

28.Peogelolaan balai benih ikan (BBI) dan pembinaan penangkar benih/bibit
ikan. :

29.Pengkajian dan pemberian bimbingan terhadap pencrapan teknologi sesuai
dengan jenis ekologi perairan. .

30.Bimbingan dan monitoring terhadappengendalian serangan penyakit pada

31.Bimbingan dan pengawasan terhadap produksi, distribusi serta pemakaian
bahan kimia dan obat-obatan. . _

| 32.Identifikasi sarana dan prasarana pendukung dalam proses produksi dan
pemasaran. = :

33. Restoking dan monitoring hasil perikanan secara periodik.

34.Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemifraan antara petani ikan
dengan pengusaha. . .

35. Pengujian lapangan secara lokal terhadap produk benih baru.

| 36. Rekomendasi terhadap penysbaran benih/induk.

Dikerjasamakan dengan Kab/Kota lain. |

Dikerjasamakan dengan Pusat dan
?.oum.umm.

Dikerjasamakan dengan T.QEE_

Dikerjasamakan dengan Pusat dan
Propinsi, o

___um




37. Pembinaan dan pengembangan permodalan bagi petani ikan dan ne _munE.
38.Pembinaan dan pengembangan kreatifitas dalam menentukan inovasi bara

guna meningkatkan produk dan rauty hasil perikanan.

| 39.Penetapan pengeliaran maupun pemasukan bahan pangan E& ikan.

3, Peternakan. | :
a. Perencanaan di bidang wnga&:

b. Pembinaan umum di bidang
peternakan,

¢. Pembinaan teknis di bidang peternakan,

.| 40. Bimbingan pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan smm:wms ‘
| 41, wnuasmgvﬂgaaﬁ.gnﬁaﬁmm &g_mumwouwg

1. wﬂgngwggmgﬁgbﬁ:mxg :

2. Menyusun perencanaan, pelaksanaan, vﬁﬁamg serta pengawasan
terhadap pembangunan peternakan di Kabupaten.

3. Identifikasi potensi wilayah, inventarisasi Bmmm_m__ dan kendala serta
penetapan susunan areal dan lokasi.

4. Pepetapan lokasi, pengaturan, pengawasan dan pengelolaan pengembangan
umum.

5. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan alat serta me measmwm:

6. Pengumpulan, pengelolaan, analisis dan perumusan program ﬁﬂ:vﬁm::ﬁ
ﬁoﬁﬂmﬁmﬂ&%ﬂ%@mﬁa secara periodik:

1. Pengumpulan data primer komoditas petemakan.

2. Bimbingan, pengawasan, penyebaran dan pengembangan serta redistribusi
ternak baik oleh Pemerintah maupun swasta.

3. Pengawasan terhadap alokasi ﬁﬁmw wﬁ_m En_p %mwmwumwma pada E&&w
proye w:..nm EF 2o

L wgdﬁmw:agwgm»ﬁgwom Eggg EUE_
a. Pengamatan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular.
c Pengawasan pembuatan serta peredaran vaksin dan obat hewan.
~ ¢. Pengawasan gﬁ#mgw%gvgﬂgmﬁ_wiﬁ dan peredaran |
daging schat.
2. Monito gggw&%?@»ﬂ?«iﬁ&?ﬁw%g aten.

R wggggﬁnegmwﬁﬁgﬂogBﬁr&mﬁvﬁnﬁ

penggunaan obat hewan.
4. Rekomendasi ijin praktek dokter hewan dengan p Emuﬁ_wﬂ chatan hewan.

- | 5. ‘Bimbingan dan monitoring pelaksanaan pemberantasan penyakit _ﬁﬂun .

- yang dilakukan untek masyarakat.




d. Pengelolaan perifinan di bidang
petemakan.

e Penyuluhan, Penyebarluasan sumber
informasi sexta upaya peningkatan sumber
daya manusia di bidang petemakan,

- £ Penelitian, pengembangan dan pengkagian

terapan di bidang peternakan.

m.wpﬁgmﬂ:unauwmmguggﬁ-ggcgg vmwmn
konsentrat, : _ .

7. Bimbingan teknis lainnya di bidang peternakan.

8. Melestarikan dan mengembangkan sumber daya ternak VBC (Village
Breeding Centre). : _

9. Pengembangan teknologi peternakan yang tepat guna, ramszh lingkungan dan

10. Menyediakan produk perternakan daging sehat, telur susu dan lain-lain,

1. Rekomendasi ijin usaha produksi bibit ternak.

2, Pemberian jjin produksi bibit termak.

3. Pemantauan, pengawasan dan pemberian rekomendasi ijin usaha peternakan.

4. Pemberian rekomendasi dan untuk Rumah Permotongan Hewan (RPH)Y
Rumah Pemotongan Umum (RPU) keperluan eksport.

5. Pemantauan, pengawasan dan pemberian rekomendasi jjin distibusi depot
obat hewan.

6. Pemberian ijin untuk kios atau toko obat hewan. ‘

7. Pemberian rekomendasi dan jjin lainnya di biadang petemakan.

1. Pembinaan dan bimbingan daerah produksi alat dan mesin peternakan,

2. Pengawasan mutn bimbingan penggunaan serta perbaikan alst dan mesin
peternakan, . .

3. Fasilitasi dan pengembangan jemis serta pengpunaan paket teknologi
terapan.

4. Pengumpulan dan penyebartuasan informasi pasar.

3. Identifikasi serta produksi dan senira pasar ternak.

6. Bimbingan, pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan serfa bahan
pangan asal ternak, o

7. Pembinaan ketrampilan tenaga kerja peternakan.

1. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijaksanaan program
pembangunan petemnakan di Kabupaten. ’

+ |2 Pemantanan, inventarisasi dan peagembangan potensi wilayah sumber

ternak bibit,
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£ Koordinasi pengembangan pemasaran

hasil produksi di bidang peternakan.

h. Pengamatan dan pengawasan berbagai |

aspek di 9&3@ petemnakan.

RN SR Ww

S.
10.

11.

Pemantanan pengawasan penyaluran temak  bibit yang dilakukan olch
swasta, . :
Pengujian populasi dasar ternak dan seleksi serta Tegistrasi ternak.

Bimbingan recording dan pengesahan silsilah ternak. .

Fagilitasi, eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengolshan sumber daya
alam hayati peternakan.

Bimbingan teknis dan pengembangan Iahan konservasi tanah, lahan dan air,
rehabilitasi lahan kritis di kawasan petemakan.

Pengadaan dan pengawasan muty penyebaran Hijavan Makanan Temak
(HMT) pada tingkat benih dasar dan benih pokok serta pengawasan muty |
HMT. : _

 Uji coba dan kaji terap alat dan mesin petemakan,

Penyebatan prototype alat dan  roesin peternakan  yang  telah
direckomendasikan untuk peternak
Rekomendasi, sertifikasi bahan dasar asal ternak.

Bimbingan, pengawasan, dan pengembangan serta retribusi ternak. -
Pembinaan produksi dan pengawasan mutu bibit temak.

Identifikasi jumlah bibit ternak dan pemberian surat keterangan asal ternak.
Pemantauan produksi, distribusi dan penggunaan  alat seria  mesin
peternakan sesuai dengan spesifikasi dan Klasifikasinya.

. Rekomendasi syarat temak yang layak dipasarkan,

Promosi tentang pemasaran ternak.

Pengawasan pemeriksaan lalu tintas bahan asal ternak dan hasil bahan dari
atau keluar wilayah. |

Pengawasan pemeriksaan lalu lintas ternak bibit dengan ternak potong serta
hasil produksi peternakan dari dan atau keluar wilayah.

Pemantauan dan pengawasan penyaluran ternak bibit dan temak poteng
yang dilakukan oleh swasta,

Pemantauan dan evaluasi pengawasan mutu bahan pangan asal temak.
Pemantanan dan penetapan standar teknis asal temak.

8.




i. Kewenangan lain di bidang peternakan.

4, Perkebunan,

a. Menyelenggarakan perencanaan di bidang
perkebunan.

b. Menyelenggarakan pembinaan umum dj
E&Em perkebunan.

Memberikan surat keterangan asal temak bibit dan ternak potong vang
dapat dikeluarkan atau dimasukan dari dan atau keloar wilayah.
Pembangunan pengelolaan pasar ternak. .
Pengumpulan data SDM peternakan di wilayah Kabupaten,
- Evaluasi kinerja dan birokrasi peternakan di wilayah Kabupaten.
Inventatisasi dan analisa kebutuban serfa keterseciaan tenaga kerja
peternakan, - o o
Pengumpulan dan penysjian data ketenagakerjaan peternakan beserta
- perkembangannya. R :
Pembangunan dan pengelolaan pasar ternak.

N ks W

1. Menyelenggarakan pengumpulan statistik perkebunan.

-1 2. Penyusunan gogwﬂmmﬁsggﬁmaagsgmmﬁgmﬁﬁgﬁ

Serta menyusun program pengembangan perkebunan spesifik daerah,
3. Penyiapan data peta semi detail untuk pengembangan usaha perkebunan,

m. ww&a.ﬁgg uaﬁ&nw ﬁgg ,uaﬂgﬁnﬁsmggmm:g
ketenagakerjaan di bidang perkebunan, ‘
1. Penyusunan organisasi dan tata kerja seita penyusunan indicator kinerja

. |2 Pelaksanzan pembinaan, pengawasan tenaga kerja berdasar analisa

kebutuhan. :
3. Pembinaan dan pengembangan permodalan terhadap usaha perkebunan,
4. Penyusunan kriteria, penilaian dan penctapan kelas kebun, .
5. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai pelaksana tugas khusus |
dalam rangka pembinaan perkebunan di dacrah. I A
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¢. Menyelenggarakan pembinaan teknis di
bidang perkebunan, :

6. Pelaksanaan pengembangan analisa dan skala usaha tani perkebunan.

| 7. Pengembangan petani sumber daya manusia di bidang perkebunan.
8. Bimbmgan kelembagaan usaha perkebunan, manajemen usaha perkebunan .

dan pencapaian pola kerja sama usaha,

9. Penyusunan petunjuk penyiapan bahan olah proses pengolahan hasil dan | =

pengaturan pengadaan dan kebutuhan bahan olah, -
10. Pemabinaan dan pengawasan terhadap perkebunan besar swasta dan BUMN.

| 1. Bimbingan penyispan dan pemanfagtan lahan,

2. Bimbingan kultur teknis budidaya tanarman perkebunan,.

C 3. Pengelolaan kebun induk/Balai Benih Petkebunan, -

A.Egmmwm&nﬂ_wﬂngmgzow wnﬂ@mmmmumﬁgawg.cg penangkaran.

5. wﬂﬁm&g%nzsgggﬁc. o .

6. Identifikasi pengembangan sentra komoditas unggulan. -

7. Bimbingan penerapan teknologi perkebunan, s

8. Bimbingan penerapan standar teknis dan sertifikasi pengadaan bahan
Tanaman meliputi: sarana, tenaga kerja, muty dan metode.

9. Bimbingan penycbaran dan pemantauan prototype, percobaan, pengkajian
dan penerapan alat mesin perkebunan dan sarana produksi perkebunan,

10. Penyelenggaraan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman,

13. Hugmﬁg dan bimbingan mengatasi dampak penggunaan pestisida dan
sarana produkst lainnya. ‘

- { 14. Bimbingan dan pembinaan tentang pengemasan, penyimpanan serta masa

- edar benih biji. . _
15. Pengawasan monitoring kegiatan pabrik utit pengolah. .
16. Bimbingan kegiatan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT.
17. Pengembangan teknologi PHT spesifik lokasi.
18. Pengembangan dan evaluasi pemanfaatan agensi hayati. :
19. Bimbingan pengadaan, pemanfaatan dan pemclibaraan sarana perfindungan .
tanaman perkebunan, . S S .
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n E«Q&aﬁﬁ%ﬂ Unsm&owg umﬂ.__:mb
& Hambm petkebunan. o

e. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan,

penyebarluasan informasi dan
menyelenggarakan upaya peningkatan
" sumber daya manusia di ?nm:m
perkebunan.

1. wgmm&ﬁmn dan wnBoEamma faln Eﬁm bahan tanaman, E&:wmm dan
sarana produksi dari dan aiau ke wilayah ngwaong

2. Pemberian rekomendasi untuk pengeluaran ijin pendirian perkebunan besar |

vang Jokasinya meliputi lebih dari satu wilayah wa%ﬁﬂ_\mnoﬁ
3. Pemberian rekomendasi terhadap analisa meéngenai dampak lingkungan dari
semua kegiatan yang berdampak terhadap areal dan komoditi perkebunan.

‘4, Pembetian rekomendasi lokal terhadap penggunaan sarana produksi serta

alat mesin wﬂ_awgﬁr

Pemberian ijin kepada badan hukum atau instansi pemerintah _.Héw
memproduksi benih-benih komoditas perkebunan. .
Egzvnnwun fin ﬁ»&m enﬂwngwp yang Eﬁ&a mmu.e& uﬂ_@ﬁ_ 1.000 H.HP

Menyelenggarakan Eoésunm dan menyebariuaskan informasi pasar. :
Menyiapkan program, metode dan m%mg kerja g&u&wu serta _.nw@umm
social di bidang vﬁwovﬁ.é ‘

Pembinaan ketrampilan serta upaya peningkatan wom&mr&aﬁ: tenaga kerja |

di bidang Rnwovgﬁr o

Bimbingan dan pengawasan vﬂ.mﬂ:wwammb wa::g antara perusahaan
swasta atan pemérintah dengan perkebunan rakyat.

Bimbningan pencrapan standart teknis, pembinaan mutu - produksi,
bimbingan diversifikasi usaha perkebunan.

Pembentukan dan pengolahan kelembagaan .n,.au%&:_umu @onﬁﬁ.gv serta

5.
6.
L
2,
. M Pembinaan kelompok tani dan koperasi vﬂ*w_unﬁs
5.
6.
7.

pembinaan dan pengawasan kelembagaan ﬁ%ﬁwﬁ swasta di Kabupaten.

8. Penyclenggaran sayembara, perlombaan, penyiaran dan laporan perkebanan
di Kabupaten.

9. Percetakan majalah, brosur dan bahan cetakan uonw%gub Jainnya yang
memuat petanjuk dan rencana dalam perkebunan.

- 1 10. Perencanaan, wneaﬁrmp wﬂ.mm&su dan pengelolaan tenaga penyuluh di

Kabupaten.
11. Perencana wﬂm&mﬁ_ dan m.ﬂ_mo-mrﬁ_ biaya/sarana penyuluh di Kabupaten.
12. Penéntuan dan penyampaian materi penyuluhan tingkat kabupaten.
13. Pembentukan dan pembinaan pengelolaan BPP dan C abang Dinas.
14. Pembinaan  dan @&E-mwmg kualitas dan gﬁﬂmm.w penyuluh  di
Kabupaten.
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£, Menyelenggarakan penekiian,
o pengembangan dan kaji terap di bidang

ﬁ%gﬁgmwﬁgg&ﬁ Hmcwwg
_uwuuﬂ_amu penyediaan informasi usaha perkebunan di Kabupaten.
W@%&mﬁ& nn.onamﬁ.snar keperiuan sarana produksi perkebunan dari
upaten.

1. Identifikasi potensi lahan dalam r Bmw»&ﬁaﬂmrnnﬂﬁ&wuﬁ
%gggggggg :

2 Pengkajian dan cvaluasi dampak k ebijakasanaan pembangunan di bidang

perkebunan.

3. Pengujian lapangan/kafi terap pemanfaatasn teknologi s serta varietas bara. |
4. Pengelolaan laboratorium tekmologi perkebunan.

5. Penclitian dan penctapan areal potensial untuk perkebunan yang bebas dari

%Eggg

6. Penycbaran teknologi anjuran dan penectapan  petunjuk operasional,

_aB—uEmmu kepada petani untuk diterapkan. :

7. Perekayasaan dan rancang bangun prototype alat dan mesin sesvai dengan

kondisi dan keperiuan daerah.

8. Pengujian dan demontrasi penggunaan alat dan mesin.
9. Penyediaan data hasil pengujian.

1. Pembinaan kelembagaan
2. Pengembangan standarisasi produk dan harga dalam r. %gﬁg

g Menyelenggarakan koordinasi
pengembangan pemasar aran hasil produksi

standarisasi nasional ke intemastonal.

3. Pemanfaatan hasil analisa evaluasi pasar dalam dan luar awﬂ.

|4, pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap harga pasar komoditi| -

perkebunan di Kabupaten.

5. Penyelenggaraan 3%&%» bidang perkebunan.

1. Pemantavan terhadap g&uw&g&: §§ ﬁﬁﬁgﬁm

| h. Menyelenggarakan wwummamg bagai
_ aspek di bidang perkebunan.

dalam produksi perkebunan untuk 83&&3 eschataan, kelestarian
lingkungan serta mengantisipasi permintaan pasar,

: m.wnﬁﬁﬂmﬁgw%g%nggﬁ T) dan

melakukan upaya pengembalian terpadu.

| 3 mgﬁagug@ﬂaﬁgﬁc kegiatan perusahaan perkebunan.

o _ b3 .




.. | PERHUBUNGAN

4. Pelaksanaan pengawasan wutuh hasil,

5. Pengamatan cuaca.

6. Pemantauan dan wgmgg a&:@uw _Emw:umg di kawasan perkebunan,
7. Pengawasan penggunaan alat dan mesin pada Kabupaten.

8. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan produktifitas tanah.

" i Menyelenggarakan kewenangan lain di Penyzlenggaraan wnﬂnumu_mmﬂ lsin di bidang perkebunan yang bukan
. bidang perkebunan. kewenangan menurut UU merupakan kewenangan propinsi atau nasional.

1. Perfmbungan Darat. . ‘ 1. Penyusunan dan penetapan rencana upmum jaringsn ftransportasi jalan
sekunder (Kabupaten/Kota).

2. Penyusunan dan penetapan kelas jalan di uﬁmc&_ag.

3. Penctapan lokasi terminal penumpang tipe C,

4. Penyclenggaraan terminal penumpang dan terminal barang.

5. Penetapan lokasi terminal barang. _

6. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.

7. Pelaksanaan 38%3 kendaraan bermotor di jalan. Wilayah penertiban berada di daerah.

8. Pemberian ijin usaba bengkel umum kendaraan bermotor berdasarkan hasil
rekomendasi dari Dinas Perindustrian dalam wilayah Kabupaten.

- 19. Penyusunan jaringan trayek angkutan kota,

10. wﬂqcmcﬁbhﬁw_mg trayek angkutan pedesaan.

11. Pemberian i _ﬁn trayek angkutan kota.

12, Pemberian i Eb trayek anglutan vnmamwms _

13. Pemberian jjin usaha Emw:_ms penumpang dan fjin Epru angkutan barang.,
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14. Pemberian fjin operasi taksi yang melayani wilayah Kabupaten,

15. Pemberian jjin usaha anglutan sewa, ,

16. Penetapan tariff angkutan kota kelas ekonomi.

17. Penentuan lokasi rambu Ialu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu
lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung
di jalan kabupaten.

berada di dalam kota kabupatn.
19. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum,

1 20. Pengoperasian fasilitas parkir unfuk nmum,

21. Penyelenggaraan  manajemen dan rekayasa lalu  fintay i jalan
Kabupaten/Kota, jalan nasional dan Jalan Propinsi yang berada di dalam iby
kota Kabupaten.

22. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan
‘nasional dan jalan propinsi yang berada di dalam ibu kota Kabupaten. .

23. Penyelenggaraan pencepahan dan penanggulangan kecelakaan lah: lintas dj

- wilayah kabupaten, .

24. Pemberian jjin penggunaan jalan selan unmk kepentinggan lalu lintas di
jalan Kabuopaten, .

25. Pemberian ifin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.

26. Penyclenggaraan pelabuhan sungai.

27. Penyusunan Master Plan Pelabuhan Sungai dan Danay.

| 28. Penyusunan Master Plan Pelabuhan-Pelabuhan penyeberangan,

29. Perencanaan Pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lale
lintas dalam Kabupaten,

30. Penyelenggaraan Pelabuhan Danan,

31. Penyelenggaraan Pelabuhan penyeberangan.,

32. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu sugai.

33. Pengadaan, pemasaran dan pemeliharaan rambu danay,

34. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.

35. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan.

36. Penyelenggaraan operasi kapal ketja sungai dan danau,

37. Penetapan tarif jasa pelabuhan sungai dan danau.
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* | 42. Pengawasan pemenuhan mutu pelayanan uﬁgwnnmﬁg SDP. : L
43. Pengawasan bahan atau barang ‘berbahaya dengan - aangkutan. SDP pada;

156, Pemeriksaan dan wnnmnwg kapal sungai dan danay.

38. Penetapan tarif jasa pelabuhan penyeberangan,

35. Penctapan lokasi pelabuhan simgai dan danau di lintas Kabupaten.

40, Penctapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas Kabupaten.

41. Pemeriksaan mutu pelayanan kapal-kapal SDP yang akan dioperasikan pada
- lintas dalam propinsi. : o

lintas antar propinsi.

44. Penyusunan @nﬁ»k@g dan_ Howmavﬂagamﬁﬁ wﬁﬁmgﬁag =

{ ~ sungai di Kabupaten. = _ ST e e
45. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaaan alur sungai di Kabupaten. .
46. Penctapan jaringan terakhir -sungai di- Kabupaten dan pemberian ijin_
_ pebggunaan javingan lintas sungai di Kabupaten, . - T
47. Penetapan Iintas penyeberangan dalam Kabupaten.

48. Ijin ' pembuatan tempat’ penimbunan kaye (log pond) ._B.Bm terapung dan |

gerabah di sungai dan danau.

49, Ijin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau.

30. Penetapan lokasi dan jenis rambu di sungai dan di danau. . .

51. Pengoperasian pelabuhan SDP yang tidak dinsahakan yang melayani lintas
dalam Kabupaten, : E - SRR

52. Pembangunan pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas
dalam Kabupaten, . :

53. Penetapan tarif jasa pelabuban SDP yang tidak diusahakan yang melayani
lintas dalam Kabupaten. - , ‘

34. Pembarian ijin usaha angkutan SDP.

55. Penetapan pengawalan kapal sungai dan danan vntuk kapal yang berbobot di
bawah GT 7. _ :

57. Pembangunan jalan rel Kabupaten. - :

58. Pemberian  ijin pembangunan/pengoperasian  prasarana  dan ‘sarana KA
Kabupaten. : _

59. Penetapan jaringan pelayanan KA Kabupaten,

60. Penetapan tarif pelayanan kelas ekonomi KA Kabupaten.

61. Penyelenggaraan sim _

62. Pendafiaran kendaraan bermotor dan STNK.
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2. Perhubungan Laut.

mw.va:ﬂ&mgmﬂmmﬁmm wmwalﬁwagm&ggnﬁaw kapal-kapal yang
berbobot dibawah GT 7. o

| 64. Pembangunan dan pengoperasian Kereta Api Kota sesuai dengan standar |

teknis perkercta-apian dengan mempertimbangkan grafik perjalanan Kereta
Api (GAPEKA) atas prakarsa dan bigya dacrah. sesuai dengan rencana |

- wilayah kabupaten.

L. Pemberian Surat Jjin Usaha Perusahasn Pelayaran (SIUPP) dan Surat Ijin
Operasi Perusahaan Non Pelayaran dan Surat Ljin Usaha Pelayaran Rakyat|
(SIUPPER) dalam Kabupaten. = . L

2. Surat Ijin Usaha Penunjang Angkutan Laut:
a. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)
b. Perusahaan Bongkar Muat (PBM)
€. Jasa Pengurasan Transportasi (JFT)

d. Perusahaan Tally
¢ DepoPetiKemas ,
Dalam Kabupaten - _ _ . :

3. Pemberian fjin kerja keruk lebih dari 50.000 M3 dan reklmasi lebih kecil |
dari 2 ha pada pelabuhan regional.w - T

4. Pemberian. rekomendasi- dalam penerbitan fjin usaha dan kegistan salvage.
setta persetujuan Pekerjaan Bawzh Air-(BPA) dan pengawasan kegiatannya | -,

© | dalamKabupaten, -

3. Penctapan DUKS di Pelabuhan Regjonal. . -

6. Pelaksanaan pemanduan dan penundaankapal - .

7. Pelaksanaan rekomendasi tatanan Kepelabuhan Regional. .~ . T

3. Pelaksanaan rancangan bangunan fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan
pelayanan lokal (Kabupaten) . LN
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3. Perlsbungan Udara.

4. Pos dan Telekomunikasi.

| 9. Pelaksanaan &E pengawasan system prosedur {SISPRO) pelayanan jasa

Pelabuhan Regional.
10. Penctapan besaran tariff angkutan laut penumpang  kelas nwonos_b-on
ekonomi dalam Kabupaten.
11. Penyclenggaraan jasa kepelabuhan bagi ?E.Erm: Regional.
12. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan Pelabuhan Regional,
13. Pelaksanaan pengerakan dan reklamasi pada pelabuhaan regional. o
14. Pengawasan pelaksanaan jasa Pelabuhan Regional (Kabupaten) &E gm.

angkutan laut penumpang lintas Kabupaten dalam wnovsm_.

| 15. Pengusulan besaran tariff jasa pelabuban regional,”
1 16. Penetapan DLKR/DLKP bagj pelabuban- ~pelabuhan regional.

17. Pelaksanaan pembangunan - dan pengelolaan Pelabuhan Regional.

~ | 18. Pelaksanaan Pengukuran serta vﬂamwﬁg wmwm_ vﬂcﬁg isi w&ﬁ. Iebih
. kecll dari GT.. 7.

19. m.gnzuﬁn Surat Tanda Navﬁ_mmag Eﬁm— wonna_a.ﬁ ist _88_. _ng. dari QH
7 ,
20. Pelaksanaan pembangunan sarana Bantu- navigasi uo_&ﬁwa.
21. Pelakasanaan wggmm:_gmﬁ_ wnsoﬂsﬁm: 95 vmaﬁ: pertolongan
musibah & laut, g

1. Pelaksanaan m.auﬂ.gmn IMB bagi bangunan- v&_mﬂn.ﬁ_ dalam wm&mmmn
kesclamatan Penerbangan ﬁQﬁOS seielah mendapat Rwoﬁﬂ_&_& dari
penyelenggara bandara.

N Penerbitan rekomendasi ggﬁﬁ&_ ch dalam bandara.

3. Pemberian EB&B@S dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar bandara.

4. Pemberian ijin lokasi Bandar udara dengan kapasitas daya dukung landasan

sampai nabmmb 13.600 LBS.

| 3. Pemberian ijin mendirikan vmnmggm_ﬂwu bukan fasilitas pokok di

dalamn daerah lingkungan kerja AUEQV bandar udara dengan saran teknis

dari penyelengeara bandar udara. :
6. Pemberian rekomendasi penyesnaian tanah dan /atan perairan yang berada di

dalam _.s_w%mr wa&ggw S:zw lokasi bandar udara. _ :

mwn_»wmmﬁg wgﬁg gg&ﬁa _amﬁg muﬁnraﬂ.s va&ﬁg
w&mwongm. .




.| 2 Penerbitan jjin penyelenggaraan instalasi kabel rumah (IKR/G)

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN: |
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN:

1. Pembinaan dan pengembangan
perindustrian dan perdagangan,

3. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifar lokal.
4. Pelaksanaan pemantapan dan penertiban pelanggaraan atas ketentuan
sertifikat dan penandaan alat’perangkat postel.

modal dan dacrah pameranmya.

T2 Menyusun program pengembangan sector industri dan vﬂnwmgmg di

daerah,
3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait.
4. Memberikan jjin prinsip industri, usaha industri, tanda dafiar industri,
3. Menerbitkan SIUP, TDP, _
6. Memberikan jfin perdagangan. _
7. Pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal (SKA) barang,

| 8. Pelayanan pendaftaran keagenan dan perwakilan perusahaan,

|9 Mengkaji dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh sector

F&uﬂﬁgﬁﬁg .
10. Memfasilitasi proses pengesahan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektaal)
dan pemakaian HAKL : :
I1.Memfasilitasi  kerja  sama KADINDA  dengan lembaga-lembaga |
pengembangan ilmu pengetshuan dan teknologi.

o




2. Pembinaan teknis sector m__bncmﬂ dan
perdagangan.

12. Penghajian dan  identifikasi terhadap produk yang dijadikan produk
‘unggulan maupun produk Yang prospektif untuk dicksport.

- | 13. Sosialisasi P pencrapan gugus kendali muty, SNI, ISO, dan standart

- mutu lainnya,

1. Menyelengoarakan bimbingan . teknis ‘terhadap KADINDA dan asosiasi
Nlainnya yang ada di sector industri dan perdagangan seperti Himpunan
Pengusaha Pribumi, Pengusaha Muda, Pedagang Kaki Y ima dil.

2. Menyelenggarakan tethadap para pengusaba industs dan perdagangan

- Yermasuk pedagang kaki lima atau sector inf, .

3 Eggﬁgg&guéggwaﬁ&gﬁag
hasil hutan, industrd logam, elektronika dan aneka industri lainnya termasuk
industri barang konsumsi maupun barang modal, -

- |4 Penyediaan informasi teknologi, permodalan dan pemasaran.

3. Pemberian pelayanan jasa teknologi, ‘

6. Pemberian bantuan promosi dan pemasaran melalni even-even  dalam
pameran industri dan agmg&gg:wgaugnomﬁ dan juga
melatui penerbitan bulletin Promosi. ,

..Ebnu.m

- 10. Euavonwg g?nmun teknis manajemen terhadap industri kecil dan

industri rumah tangga. o
11. Memberikan bimbingan teknis ekspor, impor serta perdagangan fuar negeri.
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VIL

3. Pengawasan dan pengendalizn sector
industri dan perdagangan.

PENANAMAN MODAL

1. Perencanaan Program

2. Pelaksanaan Kegiatan

1. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanazn UU No. 5

| - Tahun 1984 tentang Perindusirian, UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib |

Daftar Perusahaan, UU No. 2 Tahun 1981 dan UU No. 8 Tahun 1999,

~ |2 Momberikan rekomendasi terhadap analisa mengenai dampak lingkungan

dari semua kegiatan yang berdampak terhadp areal dan komoditi. .
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perijinan. industr, |
perdagangan dan perpudangan dan ijin vsaha lainhiya. S :

4. bersama-sama’ instansi Lingkungan- Hidup taelalukari “motiitoring tetlisdap 1, -~

aha industi dan perdagangan yang punya polensi memcemarkan |

3. Melakukan pengawasan SNI, ISO da Standar mutu lainnya. -

6. Melakukan monitoring tethadap pasar tradisional dan pasar modern. - - ,

7. Melakukan monitoring ekspor dan impor yang dilakukan oleh para| -

8. Mgelakukan monitoring terhadap routi barang dan jasa konsumsi dan

- peredaran minuman kerss, bekerja sama dengan lembaga konsumen yang
ada di daerah. .

9. Monitoring - dan ‘evaluasi pengadaan, penyaturan dan perkembangan
perubahan harga pokck dan bahan penting lainnya.

1. Inventarisasi potensi Daerah untuk usaha penanaman modal.,

2. Inventarsasi potensi penanaman modal bak _c_S_,_ nasional maupun asing.

| 3. Penetapan kebijaksanaan penanaman modal.

" |1 Penciptaan situasi yvang kondusif dan Banaﬂwﬁ.m kegiatan penanaman
modal Dagrah, |

_ | 2. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman meodal,

3. Koordinasi dan fasilitzsi penanaman modal Dacrah.
4. Peperbitan perjjinan bidang peneneman modal di Daerah, selain usaha |
berteknologi tinggj dan beresiko tinggi dalam penerapannya.
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3. mﬁ_ﬁﬁ

LINGKUNGAN HIDUP

1. Lingkungan Hidup _
a. Perencanaan dan pengelolaan

- Lingkungan Hidup

b. Pelaksanaan Kegiatan

|5, Pemungutan pajak, retribusi, royalty atau bagi hasil mﬁzﬂ dengan ketentuan

yang berlaku.
6. Pengendalian dan pengembangan usaha peneneman modal di Daerah,

n.aa&:umm R,Eamg _ﬂo&&aasﬂ. Eﬁgaoma&dg

2. Evaluasi kegiatan peneneman

1. Penyusunan rencana pemanfaatan SDA bioftic dan abiotik di wilayah darat.

2. Menyusun rencana peranfaatan SDA biotic dan abiotik dj wilayah laut,

3. Menyusun rencana penataan pengelofaan SD buatan, . .

4. Menynsun  rencana penatan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan
perkotaan. : _ , :

5. Menyusun rencana penataan pengelolan hutan kota (hutan buatan).

6. Menyusun rencana penataan pengelolaan  liongkungan hidup di kawasan
pedesaan. ‘ _ ‘

7. Menyusun rencana penataan perlidungan fingkungan sosial budaya.,

8. Merencanakan kursus AMDAL AB dan C serta ketjasama audit lingkungan,

1. Melaksanakan kegiatan operasional di bidang pemanfaatan SDA biotic dan
abiotik di wilayah daarat,

2. Meiaksanakan kegiatan operasional di bidang pemanfaatan SDA biotic dan
abiotik di wilayah pantai dan laut. -

3. Melaksanakan kegiatan operagional pengelolaan Sumber daya buatan,

4. Melaksanakan kegjatan -operasiomal di bidang pemantavan lingkungan
perkotaan. - - . . : . :

3. Melaksanakan kegiatan operasional mengelola hutan kota.

6. Melaksanakan Kkegiataan operasional mengelolz lingkungan hidup kawasan

7. Melaksanakan kegiatan operasional perlindungan social budaya.

8. Melaksanakan kegiatan operasional petigembangan lingkungan hidup.
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¢. Pengawasan dan pengendalian.

L. Melakukan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalian pengelotaan .mU>

buatan.

2. Melakvkan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalin pengelolaan SDA

hutan lindung,

3. Melakukan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan SDA

biota laut. - :

4. Melakukan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan SDA
biata darat. .

5. Melakukan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan SDA
mincral di wilayah darat. :

6. Melakukan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan SDA
mineral di wilayah laut.

7. Melakukan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan limbah
cir pabril

8. Melakukan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan limbah
padat pabrik,

9. Melakukan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan H_.Hc_uw ‘

gas buang pabrik.

10. Melakukan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan imbah
gas buang kendaraan bermotor.

11. Melakukan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan limbah

12. Melakukan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan limbah
domestik. .

13. Melakukan pengawasan/pelaksanaan dan pengendalian penerapan baku
g, -

14. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan SDA hutan. o

15. Menyusun petenjuk teknis pengelolaan SDA air permukaan dan air bawah
tanah, |

16. Menyusun petunjuk teknis toleransi effluent standar dan stream standar. .

17. Menyusun petunjuk teknis toleransi emisi gas buang pabrik dan kendaraan
bermotor.

18. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan SDA mineral. : :

19. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan perairan, baik air tawar, payau dan
laut.
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d. Pemantauan dan evaluasi kualitas
Engkungan hicup.

- | 20. Mencrapkan - AMDAL  ataw RKIL/RPL dalam setiap Kkegiatan yang

menyangkut lingkungan hidup,
21. Menerapkan UKL dan UPL bagi kegjatan/usaha yang fidak terkena wajib
22. Mengusulkan baku mutu air, sdara dan lingkungan.
23. Mengendalikan pencemaran lingkungan dampak dari imbah domestik.
24. Mengendalikan pencemaran lingkungan dampak dari limbah kimia, cair dan
- gas pabrik. : , _

1 25. Mengendalikan pencemaran lingkungan dampak dari Irobah pertanian. -~

26. Mengendalikan pencemaran linglungan dampak dari - penebangan hutan |
“yang tidak terkendali. . S

- | 27. Mengendalikan penambangan terurabu karang, :

28. Mengendalikan pencemaran fingkungan' dampak dari vnnmu:em._mg terambu

_ wwznnmgn%ﬁgmwﬁgﬁugﬁgnﬁﬁ.gs%g ,

30. Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan lewat program pentaatan
dan penegakan hukum lingkungan. - : .

31. Pengawasan dan pengendalian dampak Iingkungan dan atau masalah
lingkungan lewat lembaga jasa pelayanan peniyelesaian sengketa lingkungan
hidup di Inar pengadilan Tingkat Kabupaten. ‘

1. Memantan g_Egmmaﬁgm_. kualitas Engkungan alam hutan lndung, hutan | =

produksi dan hutan buatan.
2. Memantau dan mengevaluasi kualitas perairan darat.
3. Memantay dan mengevaluasi kualits lingkungan di kawasan oforita,
kawasan pariwisata, pelabuhan, pertambangan dan lairmya, :
4. Memantau dan mengevaluasi lingkungan social pedesaan dan perkotaan. -
5. Memantan dan mengevaluasi penerapan effhient standar dan stream standar
- limbah cair pabrik. - - _ . N
6. Memantan dan mengevaluasi dampak dari pengaruh limbah cair pabrik pada
ingd o ) .
7. Memantau dan mengevaluasi penerapan gas buang oleh pabrik.

8. Memantan dan mengevaluasi dampak dari pengarvh emisi gas buang pabrik

pada lingkungan. . :
9. Memantan dan mengevaluasi emisi gas buang kendaraan bermotor.
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¢. Konservasi.

£ Pemantavan dan pemulihan.

u.wogvﬁ_mmnawngsﬁ.._
a. Perifinan. = -

10. Memantan dan mengevahiasi dampak pengaruh emisi gas buang kendaraan
- bermotor pada lingkungan.
11. Memantan dan mengevaluasi pengaruh limbah domestik pada lingkangan.
12. Memantan dan mengevaluasi dampak dari pengaruh pemakaian zat kimia
ggi&é?&vﬂggg. ,
13. Memantan dan  mengevaluasi pencrapan. AMDAI/RKL/RPL olch
14. Memantan dan mengevaluasi penerapan UKL dan UTL oleh pemrakarsa.

| 15. Memantau dan mengevaluasi dampak dari penambangan terumbu karang,

16. Memantan dan mengevaluasi pelaksanaan konservasi tanah, -

1. Menetapkan danmenunjuk kawasan Iindung biota darat,

2. Menetapkan dan memmjuk kawasan Indung biota perairan darat,

3. Menetapkan dan menunjuk kawasan lindung biota laut

4. Menetapkan dan menunjuk kawasan Indung biota perairan pantai.

3. Menetapkan dan menunjuk kawasan lindung social budaya. :

6. Melaksanakan rehabilitasi lahan dan pemulihan kawagan lindung (darat dan
laut). : ,

1. Pemberian, penghargaan , tanda Jasa, sertifikasi, piagam dan semacamnya
keopada pemerhati dan penyelamat lingkungan.

2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pemantauan bersama instansi terkait.

3. Melaksanakan kegiatan permulihan.

1 Memberikan fjin pertambangan daerah.

2. Memberikan ifin pertambangan rakyat. .

3. Memberikan jjin int pertambangan umum kabupaten, meliputi  sarvey
umum, eksploragi, investasi, pengolahan, pemumian, pengangkutan dan
penjualan serta penggunaan alat-alat berat.
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b. Pengawasan.

c. Litbang,

d. Pelatihan dan bimbingan.

& Pemanfaatan kekayaan.

PERTANIAN:
1. secretariat/Tata Usaha.

2. Tata guna tanah dan tata ruang.

| 4 Memberikan ijin usaha infi listik Kabupaten mcliputi pembangkit listrik,

distribusi, retail, ifin operasi untuk kepentingan sendlini.

5. Memberikan ijin usaha non inti meliputi sarana/prasrana, tangki timbun,
usaha jasa penumjang Konsulasi, konstrukei dan pelayanan di wilayah
Kabupaten, . . _ .

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan penambangan dan energi.

1. Mengembangkan sumber daya mineral dan energi non radio akfif pada
wilzyah laut sampai dengan 04 mil lant. ,_ ‘

2. Mengatur pemanfaatan bahan tambang non radio aktif, _

3. Meneliti dan mengembangkan energi non migas, antara lain energi surya,
air, angin, biogas dan sebagainya, . .

_.gamuwuﬁnwﬂ_ wo_»g&u_un:gmggmmﬂ:g ,_ummm waumﬁmuu
pertambangan. _ . _ . :
2. Membuat petunjuk teknis penambangan yang ramah lingkungan.

H.Eog_rﬁ.wonm&gvﬁmmﬂgg wﬂ:&wﬁn%ﬂ%gvg
swasta. :

2. Bagi hasil dengan perusahaan pertambangan., .

3. Pengenaan pajak dan retribusi.

1. Pembinaan surnber daya manusia. . .

2. Urusan surat menyurat, kepegawaian, petlengkapan dan rumah tfanpga
kantor. :

3. Melakukan urusan kenangan di lingkungan kantor pertanahan.

1. Penyusunan rencana penatagunaan tanah,

Pengenaan pajak untuk galian Gol. C
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3. Pengaturan penguasaan tanah.

()| 4 Hakchak atas tanah

5. Pengukuran dan pendaftaran tanah.

6. Masalah dan partisipasi masyarakat.

. | KOPERAST:

1. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan
koperasi dan PKM.

2. Bimbingan penggnnaan tanah kepada masyarakat,

3. Pengendalian perubahan penggunaan tanah, tata rvang dan lingkungan
hidup. _ : :

4. Penentuan standarisasi peta dan korelasi.

L." Ganti rugi tanah kelebihan maksimum,

2. Land consoludation.

3. Redistribusi TOL.. :

4. Pengendalian pemilikan hak atas tanah pertanian.

1. Pemberian hak guna usaha, _ _ _
‘2. Pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah dan sertifikat.

L. Pengukuran dan pemetaan tanah yang luasnya lebih dari 10 ha.

2. Pengukuran, pemetaan dan pengadaan kerangka dasar kadasteral Nasional
Ordo II serta peta dasar pendafiaran tanah. .

3. Pembinaan teknis dan administrasi pendafiaran tanah.

4. Pembinaan teknis administrasi ke-PPAT-an.

‘H. Penyelesaian Bmmm__ ah-masalah @ﬂg&ﬁn yang ada di wilayah Kabupaten
. Tegal _ ‘ ‘
2. Pembentukan dan pembinaan POKMASDARTIBNAH di wilayah
Kabupaten Tegal. _

- | 3.. Penyuluhan hukum pertanahan,

1. Memberikan pengesahan akta pendirian koperasi.
2. Memberikan pengesahan tethadap perubahan anggaran dasar koperasi.
3. Memberikan pengesahan dan pengumuman tentang pembubaran koperasi.

| 4 Melaksanakan pengadministrasian terhadap Badan Hukum koperasi.

3. Menyelenggarakan pendataan jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi,
.. modal koperasi, volume usaha koperasi dan sisa hasil usaha koperasi.

6. Menyelenggarakan pendataan jumiah pengusaha kecil dan menengah.
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2. Pengembangan vsaha koperasi dan PKM,

3. Pengawasan dan pengendalian koperasi.

|4 Membantu menyelenggarakan jalinan woBﬁ»m: antara koperasi dengan |

| 6. Pemberdayaan koperasi dan PKM agar lebih efisien, nm&&.m produktif dan

" | 3. Monitoring terhadap pelaksanaan kredit oleh koperasi, Eﬁﬁ_ué:m mendapat

7. Menyusun program pengembangan  koperasi, pengusaha  kecil dan
menengah, _

8. Meningkatkan  jumlah koperasi yang berkualitis  dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan anggota (income perkapita).

9. Menyelenggarakan bimbingan dan konsultasi kelembagaan koperas, |
pengusaha kecil dan menengah, . , : o

10. Melaksanakan penyuluhan terhadap anggota dan calon anggota koperasi.

11. Menyelenggarakan Diklat SDM koperasi, Pengusaha kecil dan Menengah.

12. Melaksanakan penyusunan - program, pengolah - data, - penyelenggaramn
pembinaan dan evaluasi bagi koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah, ~|

L Pemberan rekomendasi kepada Koperasi dakimm mendapatkan kredit |
PrOgram maupun non program. - L e T
2. Bimbingan dan konsultasi dalam melaksanakan penyusunan studi kelayakan

pengusaha kecil dan menengah, |
5. Membantu advokasi kepada koperasi, PKM.

berdaya saing tinggi.

7. Pemberian referensi pembinaan usaha sektor-sektor tertentu.

8. Peningkatan pangsa pasar kopsrasi dan PKM & dalam maupun di laar
negeri. . ‘ : _

9. Peningkatan jumlah tenaga ketja koperasi dan PKM (Pengentasan
Kemiskinan), _

10. Peningkatan partisipasi anggota kepada koperasi. SR

I1. Peringkatan koniribusi koperasi dan PKM dalam pembentukan PDRB
(Economic Benefit dan Social Benefit). .

1. Monitoring terhadap administrasi organisasi usaha koperasi dan PKM.
2. Monitoring terhadap pelaksanaan akuntansi koperasi,

rekomendasi, .
4. Pengawasan dan pengendalian terhadap usaha yang mengatasnamakan
koperasi. _
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TENAGA KERJA:

.| 1. Pembinaan dan pengembangan program

ketenagakerjaan. :

w.wgmganﬁmw&mgﬁng
kesempatan kerja. ,

3. Pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.

. teknologi tepat guna, tenaga kerja mandiri terlatih, tenaga kerja mandiri

3. Membant penyelesaian konflik antara koperasi dan PKM.
6. Memberikan advokasi dan perindungan 55?@. koperasi dan PKM.

4. Pemyusunan kebutuhan pelatihan _n:mmw kerja.. |

a. tenaga kefja asing, domestik dan pendatang,
b. Bursakerjaswasts, S
c. Perwakilan dacrah PITKY. : - .
2. Pengaturan dan pembinasn perluasan kesempatan ketja, melalui system

professional dan pengembangan usaha sector informal,

3. Peningkatan kesejahteraan penganggur/sctengah  pengangggur melaluj
program  pemberian  keja darurat  dan pemberdayaan  ekonormi
produktifiusaha mandiri, :

4. Bimbingan dan analisa jabatan serta tes psikologi tenaga kerja pada
perusahaan. :

5. Pembinaan dan penyelenggaraan antar kerja.

1. Pemberian ijin dan pengesahan,
a. Lembaga Latihan Swasta.
b. Unit Pelayanan Pelatihan Produktivitas Perusahaan.
2. Ujiketrampilan dan sertifikasi tenaga kerja,
3. Pengembangan, pembinaan. dan penyelenggaraan pelatihan, tenaga pelatihan
4. Pengembangan, pemberian konsultasi dan pengukuran produktifitas tenaga |-
kerja perusahaan, o o
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XI1.

a.?BEEBr vgmw@gnﬁﬁﬂmag
tenaga kerja. |

KEPARIWISATAAN:

1. Penetapan, perencanaan, pengendalian
Ppembangunan kepariwisataan,

2. Penetapan pedoman pelayanan
kepariwisataan,

- ©. Panitia pembing K3 (P2 X3) di perusahaan.

) Melakukan  penyusunan/pembuatan buku petunjuk  teknis operasional
| % Menerbitkan jjin operasional perhotelzn, pondok wisata, |

L. Pengesahan dan pendafiaran,
a. Peraturan perusahaan, kesepakatan kerja bersama, .
b. Serikat pekerja/ buruh, . .
c. Kesepakatan kerja waktu fertenty, . :

2. Pembinaan organisas pekerja, organisasi pengusaha, lembaga Bipartite dan
tripartite. o .

3. Pembinam bimbingan dan penyutuhan  hubungan industrial, syatat-syarat
kerja, perlindungan tenaga kerja, Jamsostek dan kesejahteraan pekerja seria
Pengawasan norma-norma kerja. ,

. a. Pesawat, peralatan, instalasi dan- lain-lain yang berdasarkan peraturan
 perundangan harus berijin,
‘b Ahli‘petugas di-bidang kesclamatan dan kesejahteraan kegja,

d. Penyimpangan wakt ketja.

1. Inventarisasi obyek wisata, ;

2. Melaksanakan studi kelayakan menyangkut potensi obyek wisata,

3. Menyusun rencana kerja (Jangka pendck, menengah dan panjang) di bidang
kepariwisataan. _ . : :

4. Melakukan pemetaan potensi obyek wisata, -

5. Melakukan penctapan lokasi obyek wisata dan kawasan pariwisata, |
pembuatan tapak kawasan site plan.

pelayanan di bidang kepariwisataan,

3. Menerbitkan jjin operasional ramah makan, bar dan restoran,
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4. Menerbitkan ijin operasional festival kesenian dan budaya.
3. Menerbitkan ijin operasional taman rekreasi.
6. Menerbitkan ijin operasional gelanggang renang,
7. Menerbitkan ijin operasional pemandian alam.
8. Menerbitkan ijin operasional padang golf,
9. Menerbitkan ijin operasional kolam renang.
'10. Menerbitkan ijin operasional gelanggang permainan,
11. Menerbitkan jjin operasional biro perjalanan wisata.
12, Menerbitkan ijin operasional perkemahan., - - :

- | I3. Menerbitkan ijin operasional pariwisata, -

3. Kerja sama antar Kabupaten dalam propinsi
di bidang kepariwisataan.

4. Penyelenggaraan dan penetapan kerja sama’
dan wﬂngﬁgggmgg:
kepariwisataan dengan pihak internasional
atau pihak Jain berdasarkan ketetapan
pemernintah. .

R.Zgﬂ_umnﬁg@?%ﬂicﬁ_ wogwwﬁgﬂhnn%g pameran,
15. Menerbitkan ijin operasional inpresariat, . ER
16. Egawﬁg fjin operasional angkutan wisata,

L. Menyusun pedoman kerja sama antar Kabupaten.

2. Menetapkan kawasan pariwisata,

3. Membuat perjanjian ketja sama di bidang pariwisata, seni dan budaya antar
Kabupaten. S : . - .

4. Menyelenggarakan pembangunan/pengembangan  dan posngelolaan - obyek
wisata antar kabupaten, _

5. Menyusua pedoman ketja sama dengan pihak terkait, .

L E&mﬁa@hw&aéan@g%g.

2. Menyelenggarakan pembangunan/pengembangan obyek wisata

- kepwbakalaan yang mencakup  aspek: tradisi, sejarah dan  penelitian
. arkeologi. . :

3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kesenian.

4. Melakukan pembinaan dan pengembangan obyek wisata sejarah.

3. Melaksanakan pembinaan dan pergembangan permuseuman. -

6. Menggali dan membina serta memajukan kesenian daerah,

7. Mengusahakan penyelenggaraan sarana dan prasarana obyek pariwisata,
seni dan budaya, , : . .

8. Menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana obyck pariwisata,

. Seni dan budaya,
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5. Penetapan Kasifikasi akomodasi, ramah
makan, bar dan restoran.

m.wgmggﬂg_mvg _
. kepariwisataan. .

7. Penetapan peoman promosi pariwisata, seni
dan budaya dalarn dan nar negeri.

| 5- Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan sadar wisata,

8. Penectapan tarif retribusi obyek wisata,

9. Penetapan pedoman pengawasan teknis
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan,

ML | KEHUTANAN:

L. Pengelolaan/pemanfastan  hutan (Hutan
rakyat, hufan kota, hutan bakau)
berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berdaku.

| 1. Menyusun vﬁg&%_ﬁm_mg promosi.

1. Menyusun petunjuk teknis Klasifikasi,
2, Penilaian criteria administrasi,
3. Memberikan label Recommended for Tourjsm., _

m” Melaksanakan pelatiban teknis aparat pengelola pariwisata, seni dan budaya.
3. Melaksanakan pelatihan managerial kepariwisataan dan pramuwisata.

2. Membuat brosur, leafiet, guide bock and porter. |
3. Menyelenggarakan penyiaran premosi lewat media cetak dan elektronik.
4. Menyelenggarakan atraksi seni dan budava, A

1. Melaknkan pembinaan terhadap usaha-usaha pariwisata. :

2. Menyelenggarakan. pemunguian retribusi pada obyek wisata dan kawasan
pariwisata, , -

3. Melakukan penyetoran hasil pemungmtan retribusi ke kas daerah,

1. Pemeriksaan dokumen pemohon.

2. Pemeriksaan lokasi (timber crasing).
3. Pemberian pertimbangan teknis.

4. Penctapan batas areal. - -

| 5. Pemberian ijin wgﬁmﬁg w&n_: kepada pibak ketiga dalam pengemibangan |

hutan rakyat. o
6. Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayuo.

Penilaian criteria administrasi dan pem-
berikan label RFT, dalam pelaksanaan-
nya harus mengacu kpd standar pembe- -
rian ijin & persyaratan klasifikasi usaha
yang ditetapkan oleh pusat.
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| 2 Pomberian fin pemantastan hutan (hutan
rakyat, kawasan Indung, hutan kota, hutan
bakau) berdagarkan ketentvan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

3. Penyelenggaraan tata usaha peredaran hasil
kayu dan non kayu.

4. Pengawasan  dap __Soqg system
eksploitasi hutan,

7. Pengusulan  bentuk pemanfaatan penpelolaan hutan  termaguk pendirian
bangunan di kawasan hutan lindung, _ :

8. Pengusulan jjin Penggunaan kawasan hutan untui kepentingan pembangunan

_ di Ivar sckior kehutanan, o

9. Pengusulan ijin perubahan fungsi perubahan status hutan dan pelestarian
kawasanalam. - _

L. Pemeriksaaan dokurnen pemohon.
2. Pemeriksaan potens; hasil hutan,
3. Pemberian pertimbangan teknis,

4. Pemberian ijin lokasi, B
5. Inventarisasi hasil hutan,

1. Penerbitan surat Keterangan sahnya hasi] hutan ¢ SKSHH).

2. Penentuan besarnya pungutan/retribus;.

3. Pemberian fjin pencbangan hasil hutan (kayu dan non kayu).
4. Inventarisasi dan pengelolaan hasil hutan, :

3. Pelaksanaan Pengujian dan pengukuran kayu bulat/olahan,

4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan eksploitasi hutan,

r. | 1. Inventarisasi lahan litis ggﬁﬁg.ﬁe@a&.

1. Pemeriksaan terhadap alat berat dan peralatap.
2. Perlindungan terhadap sumber mata 23r. - -
3. Pemeriksaan blok dan petak tebangan,

2. Pembuatan bangunan sipil teknis. ‘
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan konservasi tanah dan sipil
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4. Pemberian konsultasi dan bimbingan di bidang kehutanan khususnya
konservasi tanah dan air. ,

3. Pengelolaaan {jin konservasi tanah dan air pada Jahan pemukiman di daerah.

6. Pelaksapaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penghijanan dan konservasi |
tanah, rehabilitasi hutan dan pengamanan hutan.

6. Pengelolaan perlebahan. 1. Perencanaan pengolahan perlebahan.
- 2. Pemetaan potensi dan entifikasi petani lebah. -
" | 3. Pengadaan bibit lebah. _
4. Pelaksanaan pemeliharaan bibit lebah, -
5. Pembinaan dan pengelolaan produksi lebah.
6. Pengelolaan hasil dan pemasaran. . o
- | 7. Penerapan standar teknis pembinaan dasn pengelolaan hasil.
- | 8 Analisis kebutuhan sarana dan prasarana penyebaran pengembangan temak
Iebah. : :

7. Penyuluhan kehutanan. . 1. Pembuatan rencana program penyuluhan. _
2. Pelaksanaan penynlahan (latihan dan kunjungan).
3. Pengkajian dan partisipatif penghijauan.
4. Pelaksanaan uji coba dan kaji terap teknologi terapan.
* | 3. Penumbuhan dan pengembangan kelompok tanam penghijauag.
6. Koordinasi penyelenggaraan penyuluhan tingkat kecamatan.
7. Penyuluhan kehutanan untuk masyarakat di dacrah.
8.  Penerbitan sarana penyuluhan (brosur, leaflet, buku, siaran radio dan lain- |
. Iain). .
9. Penyclenggaraan teknis administrasi dan teknis operasional penyuluhan di
. bidang kehutanan. - _
10. Penyelenggaraan diklat bidang kehwtanan,

8. Rehabilitasi pesisir pantai di lnar kawasan | 1. Perencanaan rehabiluitasi pesisir pantai.
~ suaka alam, kawasan pelestarian alam dan | 2. Pembentukan kelompok tani pesisir pantai. . -
taman buru. 3. Pengadaan dan pengelolaan sumber benih yang berapa zona pengumpulan
benih dan tegakan benih teridentifikasi di daerah, _ .
4. Pelaksanaan penanaman pemeliharaan berih, :
5. Pembinaan dan pengawasan rehabilitasi pesisir panta,
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9. Penyelenggaraan pengamanan hutzn untuk
lingkup Kabupaten.

10. Penyelengparaan pengamanan _Egg.
pupuk dan pestisida.

11. Pelaksanaan urusan pesutraan alam.

12. Pelaksanaan urusan sarang burung walet.

13. Pelaksanaan penghijanan di kawasan wisata

~ alam, di luar kawasan pelestarian alam, |

kawasan pelestarian alam dan taman buru,

E wonmaﬂgaﬁ. unnmnnam__.mn E:muﬁm
kaya. -

| 15. Pelaksanaan inventarisasi syumber air dan

perlindunganrya.

1. Penctapan pedoman perlindungan dan pengamanan hutan vang ditetapkan
okeh propinsi.
2. Pengenaan sanksi bagi um_gmmﬂ pengrusakan hutan.

1. Penctapan b&cﬂm&ﬁﬁ nﬁe‘mabaﬁ uaBEEEs serta um&aﬁgﬂﬁ &.EB
kabupaten, ‘

2. wgmgﬁgmﬁﬁ_:a:ww% ; :

3. Pemberian jjin terhadap usaha penangkaran _u.%w_grawag g

4. Pengawasan ‘peredaran pupuk dan pestisida tanaman kehutanan dalam
Em_e_u w%%aop e

1. Perencanaan pengolahan @nﬁﬁﬁg m_mB. :

2. Pemetaan potensi dan agam_@a petani ulat sutera.

3. Pengadaan tanaman murbei.

4. Pengadaan bibit ulat. =~

5. Pelaksanaan pemeliharaan bibit ulat. -

6. Pembinaan dan pengelolaan produksi ulat mﬁa_.u\wowow

7. Pengelolaan hasil dan pemasaran. .

8. Pencrapan standar teknis pembinaan mutu dan wn__m&c_mmn hasil.

9. Analisis wmwgb sarana dan prasarana penyebaran pengembangan ulat
sutera,

1. Penetnan pajak dan retribusi budidaya burung walet,
2. Pengelolaan hasil dan pemasaran.

1. Pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata alam.

1. Pemeriksaan kayu, dokumen kayu _&,,EE dalam Iingkup Kabupaten.

1. Pembuatan pedoman/standar.

55




16. Pendidikan dan latihan bagi masyarakat. Pelatihan kepada masyarakat khususnya di bidang konservasi tanah.
Pernbuatan/penerbitan brosur, leaflet, siaran radio, buku dan lain-lain.

Pembinaan kelompok tani dafam rangka pertumbuhan dan perkembangan

W

kelompok tani. _
17. Pelaksanaan penyebaran  informasi bagi | 1. Menyiapkan informasi tentang harga dan kebutuhan baban bake industs
harga dan kebutuhan bahan bakn industr. kepada masyarakat. ‘
_ . 2. Menerbitkan booklet dan leaflet tentang harga kebutuhan kayu.
"18. Perencanaan dan pengembangan | 1. Perencanaan rchabilitasi lahan dan konservasi E:mu (RLKTVmenyiapkan
pembangunan kehutanan, : rencana teknik lapangan (RTL).
. 2. Penyiapan rancangan tekuis penghijauan, -
3. Orientasi serta pengukuran lokasi kegiatan REXT.
19.Inventarisasi dan  pengelolaan  data | 1. Pengumpulan data kehutanan penghijauan,
kehutanan. 2. Imventarisasi data administrasi kehmtanan kabupaten.
3. Pengelolaan administrasi kehutanan dalam kabupaten.
' 20. Penanggulangan bencana kemzanan wntuk | 1. Penyiapan infornasi tentang bahaya kebakaran hutan,
lingkup Kabupaten. 2. Membantu mengatasi kebakaran hutan dan tanah longsor.
3. Membantu menyiapkan bibnit tanaroan untuk rehabilitasi tanah-tanah bekas

kebakaran dan tanah longsor.

21. Pengelolaan dan pemberian ijin perburuan | 1. Pemberian jin perburoan,.
tradisional satwa lar yang tidak dilindungi | 2. Pembuatan/penerbitan brosur, leaflet, siaran radio, buku dan lain-lain,
di areal buru. | 3 Penelitian/pengkajian dan pengembangan bidang kehutanan, .
4. Pembinaan kelompok tani dalam rangka pertumbuhan dan perkembangnan
kelompok tani. - : : _
22, Penyusunan tata ruang daerah tangkapan air | 1. Inventarisasi sumber mata air. A
pada daerah aliran sungai. 2. Pemberian ifin terhadap pemakaian air tanah,
3. Pengawasan terhadap penggunaan air tanah.

4. Pelaksanaan penanganan dan pelestarian sumber mata air.

Wm .




| XIV.
| L. Kekayaan laut, |

23. Kewenangan _Bn:mﬁ,ﬁ. dan

hutan diperbatasan Kabupaten

KELAUTAN:

2. Tata Ruang.

3. Admindstyasi.

4. Pengawasan.

mengelola

1

WM = uRsNE 8 B s W e

i
H

2.

- Melaksanakan  koordinasi  dengan  instans kehutanan  di  Iuar ..

Kabupaten/kabupaten yang berdekatan.

w. Membantu memecahkan masalsh-masalab  kehutanan  di perbatasan

“kabuapaten.

- Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Kabupaten sejaub 4 mil.

. Eksplorasi, cksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut kabupaten
sejauh 4 mil. : - .

- Konservasi dan pengelolaan plasma nuftah spesifik lokasi serta suaka
perikanan di wilayah laut kabupaten sejauh 4 mil. .
Pelayanan jjin usaba pembudidayaan serta penangkapan ikan pada perairan
tawar, payau, dan laut kabupaten sejauh 4 mil. . :
Penyediaan dukungan sarana dan prasarana pengembangan pusat pendaratan
ikan (PPT) dan pusat tempat pelelangan ikan (TPD)
Distribusi sarana perikanaan dan jasa kelautan di tingkat Kabupaten.

Penataan dan pengelolaan dearth pesisir kabupaten.

Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut kabupaten (0-4 mil)
Menetapkan dan memberi rambu-rambu bahaya

Pemetaan potensi budidaya perikanan pantai (0-4mily

pemetaan areal penangkapan dan kegiatan kelairtan (0-4 mil)

Pelayanan jjin usaha pembudidayaan ikan (pernbuatan rumpon misalnya :
diperairan laut Kabupaten). : _

Pelayanan ijfin penangkapan ikan non tractisional di perairan Kabupaten,
Pelayanan ijin Sumber Daya Laut di batas laut 0-4 mil. -

' Pengawasan 8_&»@% wﬂ.m&og sumber daya laut dalam wilayah

Kabupaten (0-4 mil)

Pengawasan terbadap pelaksanaan Perda Kabupaten - yang Bﬂqm:mwﬂ |

kalautan,

Dikerjasamakan dg propinsi
Dikerjasamaken dg pusat dan prop.

Dikerjagamekan dg pusat dan prop.. |

E__Bﬂummmﬁwg dg propinel
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| xv.

POLITIK DALAM NEGERI DAN

ADMINISTRASI PUBLIK:
1. Hubangan antar lembaga.

2. Pengembangan kesatuan bangsa

w.znﬁvg.ﬁﬁ_m&ﬁwwava Bﬁmgwﬁﬂgﬂgomuwh:wng
dan kedaulatan negara di laut, _ .

4. Penetapan areal penangkapan sesuai alag tangkap.

5. Fasilitas kegiatan melaut berwawasan lingkungan.

6. Identifikasi dan evaluasi analisis dampak lingkungan.

7. Konservasi dan perlindungan sumber-sumber perikanan (0-4 mil),

8. Pengawasan pemanfaatan tata mang (0-4 mil), .

9. Pelaksanaan pengawasan budidaya ikan di Kelautan (0-4 mil),

Y Koordinasi penyiapan perencanaan dan program hubungan antar Lembaga

pengumpulan data dan andlisa data, pemantauan dan pelaporan, serta
penyusunan rancangan peraturaan tentang hubungan antaar lembaga. .
2. Fasilitas pelaksanaan hubungan Lembaga Legislatif, o ,,
3. Fasilitas hubungan  organisasi kemasyarakatan profesi dan Lembaga |

1 swadaya nasyarakat. .

a..m.ﬁ:ﬁmuogﬁwc_uﬁmg hﬂz&ﬁmﬁé&&ﬁmﬁmﬁﬂ&?.

3. Fasilitas pelaksanaan hubungan Partai Politik. | .

6. Ewaluasi pelaksanaan fasilitas hubungan antar Lembaga,

7. Koordinasi penyiapan perencanazri dan program pengkajian masalah factyal
dan actual, pengumpulan dan analisa data,permantanan dan pelaporan. ,

8. Fasilitas perumusan pelaksanaan pengkajian factual dan actual dan . tindak
lanjut kebijaksanaan penanganan /pemberdayaarmya,

|9 Evaluasi peleksanaan pengkajian masalah factual dan actual serta saran

tindak lanjut.

L Koordinasi pemyiapan perencanaan dan programt Kesatuan Bangsa,
pengumpulin dan  amnalisis data, pemantauan dan pelaporan, serta
penyusunan rencana pesatiran tentang Kesatuan Bangsa.

2. TFasilitas ppelaksanaan pembauran Bangsa dan asimilag.

3. Fasilitas pelaksanaan Keetahanan Bangsa.

4. Tasilitas Demokratisasi,

5. Fasilitas Wawasan Kebangsaan,
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s, Perlindungan masyarakat,

- 4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Penyelesaian perselisihan antar desa.

6. Arsip daerah.

1.6, Fasilitas pelaksanzan Pendidikan politk rakyat.

7. Evaluasi pelaksanaan fasilitas Kesatuan Bangsa.
8. Fasilitas penegakan Hak Asasi Manusia.
9. Fasilitas pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

1 NggégggﬁBﬁgvﬁﬁggﬁwﬁ .

ﬁ%&@&ﬁ%ﬁ%aﬁggﬁ&?ﬂﬁvé&g .

rancangan peraturan tentang perindungan masyarakat.

| 2. Fasilitasi pelaksanaan kesiapan terhadap ancaman dan bencana.

3. Fasiilitasi pelaksanaan penyelematan dari bencana.

4. Fasilitasi pelaksanaan rehabilifasi akibat bencana. _

S. Fasilitasi pelaksanaan peningkatan sumber m&& manusia kesatnan bangsa
perlindungan masyarakat,

6. Evaluasi pelaksanaan perlindungan g&mw& dan pelaporan.

7. Fasilitasi pelaksanaan tata usaha, wawnmmaaﬁr ke =§mﬁr prasarana dan
sarana serta rumah tangga. .

1. Koordinasi penyiapan  perencanaan  strategi  instansi gﬂﬁg
pengumpulan data dan analisis data, pemantauan dan pelaporan,

2. Pelaksanaaan Akuntabilitas kinerja instansi pemeriatah kabupaten.

3. Ewvaluasi pelaksanaan w_au_s%g kinerja .Emg.& pemerintab.

1. Koordinasi persiapan _nE._mmeBn teknis penyelesaian perselisihan antar

- desa.
2. Fasilitas Rﬁﬁg?&_mﬂguﬁ% antar desa, kelurahan dan |

kecamatan.
3. Evaluasi fasilitas %meg vgﬁgg persclisihan antar desa.

1. Koordinasi wgﬁwwﬁr nﬂgﬁnﬁs dan program pelaksanaan  system .

kearsipan.
2. Koordinasi penyusunan ranc cangan pera aturay juldak teatang ardp daerah.

3. Melaksanakan pengelolaan amwip akiif/dinamis meliputi penerimaan, |

penilaian, penyimpanan, perawatan dan penemuan arsip kembali.
4. zgwéﬁggﬁaﬁgw gaqawﬁgmﬁﬁaeﬁﬁ |
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7. Pengolahan data elekironik.

8. Statistik daerah.

5. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan system kearsipan pada unit-unit
. pengolah tingkat kabupaten sampai kecamatan.
6. Melaksanakan qé_ﬁa pelaksanaan pengolahan amsip daerah.

1. Penyusunan rencana dan program wﬂm di bidang manmoﬁ.g data .

elektronik dan pembinaan system informasi dan komunikasi.

|2, Penyusunan dan penganalisaan data a&ﬁgﬁ%ﬁ%ﬁam@gg

teknologi informasi kormunikasi.
3. ‘Pengendalian data dari data masukan s gwauﬁmﬁﬁﬁwu Yo
4. Pengendalian. operasional komputer, -penyiapan ‘data w«é&&.ﬁp &B

* pengamanan perangkat keras/unak komputer, - .

5. Pemberian cB&Emﬁ. 9.5 wnnmopam_sn wQ:w:ﬁnmE 9 rumwgmmn
Pemda. .

| 6. Kerja sama S_Smn nﬂmﬁ.%ﬁiﬁa ugmvﬂ_acﬁmmngcgmo_g |

data elektronik dan system informasi komunikast. .

7. Melaksanakan koordinasi wﬂ@%ﬁr wﬂgnﬁmww dan wnoma_u_ _K_uwmﬂ_mnn
system gég ,

8. Melaksanakan woﬁansm_ penyiapan, _ua._%smg ngom:mpu peraturan
jukdak tentang arsip daerah.

penilaian, penyimpanan, perawatan dan penemuan arsip kembali.

| 10. Melakukan penyusenan arsip yang akfif/statis ke arsip dacrah propinsi.

11. Melaksanakan pembihaan pelaksanaan system kearsipan pada unit-unit

pengolah tingkat kabupaten sampat kecamatan.
12. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan arsip dacrah.

" | 13. Melakukan koordinasi’kerja teknik dengan phhak lain yang berhubungan

moamma vgw@_og arsip &ﬁn&

~ an&_.?ﬁ_ms rencana &S?. @.&a&gggmmsﬁgw.
2. Melaksanakan pengumpulan, pengolshan, apalisis dan penyajian data
statistik.

3. Koordinasi dan kerja sama di bidang gﬁwaﬁs@nﬁﬁgﬁnﬁﬂ.

dengan instansi pemerintah, Hﬁn,gm? qmmaamau ﬁnn m.nm»: dan/atan unsur
masyarakat lainnya,

uwwwﬂumamuwwﬁ

19, Melaksanakan penyusunan arsip yang aktif/dinamis Bn_eﬁ_ wahﬂﬁ.umn... :

Dikerjasemek e

Diker Jasumakan

Dikerianamakan
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9. Pelayanan publik,

10. Sekretariat dacrah.

4. Bersama instansi pemerintah dan masyarakat melakukan penyesunan dan

pengembangan pengetashuan teknologi yang mendulung penyelenggaraan
statistik.

5. Pelayanan data dan informasi serta hasil s Enmww%&naasgmg
masyarakat secara. berkala dan sewaktu-wakn baik  dari - hasil

_. _ penyelenggaraan s ngaggwggnaﬁog administrasi dan

EEP

N 6. Penycbarluasan statistik melalui berbagai B_.u baik langsung maupun tidak -

langsung serta pelaksanaan w %%ﬁnﬁnﬁ statistik  bagi.

| 7. Penyelenggaraan ._..Ebmmﬁ dan  rujukan  statistk antar komputer di .

g:wwmwueﬁgeﬁﬁngmgggﬁg serta

dengan instansi yang kompeten,
8 Pembinaan penye _mummﬁmgmﬁﬁnrg :anb&:vnummc:mmﬁsnw.

1. Melaksanakan koordinasi ﬁggﬁﬁgggéﬁ: _uo_mwmaﬂ.
E%&gaﬁgﬁﬂvgﬁuﬁgu&%nﬁ
' penyusunan sancangan peraturan tentang pelayanan publik.

2 Z_mwmﬁﬁwmmﬁasgv blik. ‘

- | 3. "Melaksanakan kesja sama jaringan pelayanan publik.

4. Me meﬁmwgmﬁ_ﬁau Fﬁgc&@gw c__.w

1L ggg&ﬁ&nmwm@m&aggﬁﬁﬁ% secretariat
. daerah dan tata usaha pimpinan. A

2 Mengelola administrasi kenangan se cretari I_uﬁ.u? i |

- | 3. Melaksanakan pengolshan barang daerah. .
|4 Egggﬁb%ﬁ%ﬁgg .

. | 5. Melaksanakan wrusan perjalanan dinas..
‘mgggwggggﬁgﬁgg
- |~ rumah pimpinan.. .

17 Kggwggﬁggguﬁﬁgﬁg

8. E§§§@a§r5§§§g§ -
9. Melaksanakan urugan keprotokolan. .

- .chggﬁﬁuﬁggagsnﬁuvﬁﬁ am_&vﬁuwag%ﬁgz

dacrah.
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1. Perencanaan Dacrah.

2. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

st 11. Pemeliharaan m&nnm_gao_ dan rumzh ._mgg

N/%MM&E akomodasi rapat dinas.- .
13 ani meﬂo%ﬂ penerimaan tarmu amnnmw .

L

O th

Y N Ake W =

Penetapan pedoman perencanaan <aerah.

Melaksanakan koordinasi penyiapan kebijakan perencanaan, strafegi

dengan kabupaten, pengumpulan - dan analisis data, pemantavan dan
pelaporan serta penyusunan, rancangan wﬂ&:ﬁ_ tentang perencanaan

strategi dacxah kabupaten.

Melaksanakan penyusunan program pembangunan daerah (PROPEDA)

"kabupaten dan program pembangunan tahunan (P[ROPETA) kabupaten

yang meliputi: fiskk dan prasarana, awoaonn, social budaya dan investasi
kemitraan.

Mempersiapkan peramusan kebijakan dan va_mxmmbm»u kegiatan pencliian
dan pengembangan pembangunan dacrah.

Melaksanakan informasi pembangunan daerah.

Eﬂﬁmﬁ&.ﬁ% pemanfaatan Rﬁvmbmgmn dacrah.

gﬂﬁﬁcﬁn gyarat- @H& mewSEwm: kecamatan dan criteria 855:&
penghapusan, penggabungan dan pemekaran kecamtan. -

Menetapkan batas kecamatan. .
Menetapkan kebijakan tentang perubahan nama kecamian dan pemindahan
ibu kota kecamatan.

Menetapkan pedoman perencanaan kecamatan.

Menetapkan Pedoman susunan organisasi pemexintah kecamtan.
Menetapkan pedoman formasi perangkat kecamatan.

Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kecamatan.
Menetapkan pedoman dan  petunjuk  teknis R:&_Ema kelembagaan
kecamatan.

Menetapkan wanoamn ‘dan petunjuk 3_85 datam abm_nm pencalonan,

pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian kepala-kecamatan.

10. Menetapkan pedoman dan petunjuk  teknis wﬂa‘&g@ﬁﬁb tugas |

wﬁ% kecamatan.
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3. Penyclenggaraan pemerintahan
desakelurahan.

11. Melakukan pengendalian n.,E evaluasi penyelenggaraan tugas vﬂ.a.mwg ,

. kecamatan.
12. Menetapkan pedoman am: petunjuk ﬁ_ﬁm syarat-syarat R:o&cumﬁ

pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian wa?__m kecamatan.
13. Menetapkan pedoman dan pefunjuk teknis. pelaporan unﬁb@.ﬁ@mﬂ%ﬁ

pelaksanaan tugas, woqqm._-cma dan tanggung jawab camat.

- | 14. Menetapkan pola organisasi pemerintah kecamatan.

15. Menetapkan pendefinisian kecamatan Qnanm_ﬁmg status kecamatan wBE
dari kecamatan pembantu menjadi kecarpatan.

16. Penyelenggaraan pelaksanaan dan vﬁmggg pembangunan  wilayah
kecamatan.

__...q Menetapkan pelimpahan sebagian _ﬁégmnmﬁ_ wnbﬁuﬁuw &ﬁ _Ewmﬂ .

kepada camat. .

. Menetapkan syarat-syarat wauugawmn desa, kelurahan dan criteria gum
- penghapusan, penggabungan dan pemekaran desa/kelurahan.

Menetapkan batas-batas desa’kelurahan.
. Menetapkan pedoman perencanaan desa/Kelarahan,

. Menetapkan  pedoman  pencalonan,  pemilihan, ?_BES: dan
pemberhentian kepala desa dan perangkat desa.
. Menetapkan pedoman kewenangan kepala desa dan perangkat desa.

1
2
3
o 140 Menetapkan pedoman susunan organisasi desa/kelurahan, -
5
6
7. Menetapkan pedoman pembentukan badan w&ﬂ%ﬁ desa dan lembaga
8

kemasyarakatan desa.

. Menetapkan sumber pendapatan aﬂm

9. Menetapkan pedoman anggaran pendapatan dan va_w&m aamu

10. Menetapkan pedoman kerja sama antar desa, =

11. Menetapkan fasilitas pembentukan dan uaﬁn_o_mmu badan usaha milik
desa.

12. Menyelenggarakan pembinaan  dan  pendidikan nua.ﬁ pemerintahan
desa/kelurahan.

13. Menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan personil kelembagaan desa.

14. Meneliti keputusan desa dan menyiapkan pemyataan penundaan

- berlakenya, apabila bertentangan demgan peraturan _.uﬂdamu:m ::nmummn.

atau merugikan Emﬁwm&aﬂur\%wm.

dan kabupaten lain

|Dikerjasamaken dg pusat, propinsi |




4. Pemerintahan umum.

| 2. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan Bmo_ﬁmm_

- - . |6, Mengadakan wﬂzg tertib adininisirasi gﬂsﬂr kecamatan, .
7. Mempemsipkan -bahan-bahan yang -diperfukan  guna pengembangan
o E&.\g mﬂ:& n@mﬁ- Eﬂ@ﬁw &E waﬂ&.ﬁ wg&nﬁ Eﬁaﬁﬁ. _.
P L .E&E%wﬁ uams %&E.EB v&oﬁmn &E woae..w awn_u R_mgﬁ .
T - koordinasi instansi vertical di kabu upaien. -
) : |9 Menyiapkan bahan uﬂ&ﬁg wﬂ_osg &S ?:B.Ew S_S_m vasgmmn |
~r _mguﬂﬁmwngm&ag—ubu L
10. Menyiapkan- - “bahatt- bahan - R&ﬁ&-ﬁ_ bwnﬁmmﬁmsuau&nﬂ wE.uP!

15. Memberikan wnaeﬁw pelaksanaan dan petunjuk teknis pemyelengparaan
pemerintahan desa’kelurahan. :

16. Mengadakan koordinasi dengan BEEQ terkait tentang pengangkatan
kepala kelurzhan.

17. Memberikan petmjuk  tentang - pelaksanaan  pekerjaan  di bidang
penyslenggaraan pemgerintahan desake EBES berdasarkan peraturan yang
berlaku,

1. Menghimpun dan  mempelajari wﬂﬂﬁ.ﬁ perundang-undangan,
kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk seria bahan-bahan lainnya

yang berhubungan dengan tata cara pemerintahan umum.

yang berthubungan dengan bidang Tata Pemerintahan Umum,
3. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petmjuk
teknes di bidang Tata Pemerintahan Umum,

4. Menginventarisasi dan  mengevaluasi  permasalshan-permasalahan yang .

berhubungan bidang Tata Pemerintahan CE:E sérta menyiapkan bahan
untuk memecahkan masalah.
5. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pe EE.E teknis vﬂm@&ﬁb

dan pembinaan prasarana fisik pemerintahan se esual ansmm: peraturan yang

. berlaku, -

g&uﬁwnpgm__woa i yang &o apal. .

- penyelenggataan Pemils sesuai dengan wﬂg bﬂEﬁBmg
. wubmwﬂ_mwc. . dangan.

| 1L Menyiapkan- bahan penyustnan _.._QBGENEF woea&:mmw 2&:&- SR
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| 5. Pembinaan perangkat daerzh,

6. Ketentraman dan r&ﬂm&g wmum.

12. Mengkoordinasikan penyiapan perencanaan program pemerintahan umem,

- pengumpulan dan analisis data, pemantausn dan pelaporan, penyusunan

| - rancangan peraturan pemerintahan i,
- | 13. Pelaksanaan ketja sama antar daerah,
| 14, Evaluasi pelaksanaan pemerintahan umum, |

Menghimpun  dan  mempelajari peraturan vmnﬁnmnm.ggnﬁ
kebijaksanaan teknis, pedoman dani petunjuk  teknis serta bahan-bahan

- Jaimnya yang berhubungan dengan pernbinaan perangkat dacrah.

Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi
yang berhubungan dengan pembinaan perangkat daerah, :

- Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petonjuk

teknis di bidang perobinaan perangkat daerah,

1 4. Menginventarisasi permasalahan-permasalaban: yang berhubungan dengan

Eagmﬁﬂsgﬁmn_nﬂﬁﬁﬁgwug Eﬁﬁuﬁxﬁcgﬁn&:ﬁ
pemecahan masalah. : : .

Menyiapkan bahan penyusuman pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka
pembinaan perangkat dacrah,

Menyiapkan dan mengolah bahan dalam rangka pencalonan, pengusulan,
pengangkatan dan pemberhentian perangkat dacrah.

Menyiapkan = bahan  penyusunan pedoman dan  petmjuk  teknis | -
penyelenggaraan tugas perangkat dacrah. -

Melakukan pemantavan terhadap perkembangan dan  penyelenggaraan

tugas perangkat dacrah,

Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum,
a. Ijin HO & :

b. Tjin tebang kayu di Inar kawasan hutan.

c. Ijn galian golongan C. . :

d. [jin usaha angkutan.

Penyelenggaraan Satpol PP.
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7. Kelembagaan dacrah dan Ketatalaksanaan.

8. Tata kota/perkotaan.

Koordinasi perencanaan dan program kelembagaan daerah  dan

ketatalaksanaan, pengumpulan data tentang analisis data, pemantauan dan

~ pelaporan, penyusunan peraturan kelembagaan dacrah dan ketatalaksanaan. |

2w N e o s

Penyusunan dan menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan
pemantanan organisasi dalaim lmgkup pemerintahan daerah.

Penyvsunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan system, |

metode dan prosedur ketja pendayagunaan aparatur.
Pembinaan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.

'Evaluasi kelembagaan dacrah dan ketatalaksanaan

Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serfa informasi
yang berhubungan dengan bidang administrasi perkotaan. .
Melakukan koordinasi perencanaan dan program dan tata perkotaan,
petkumpulan - dan  analisis data, pemantzusn dan pelaporan  serta |
penyusunan peraturan tata perkotaan.

Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
bidang administrasi perkotaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah. :

Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
perkotaan. _

Menyiapkan bahan pemyusunan pedoman’ dan petunjuk teknis pembinaan
sexta penyelenggaraan administrasi perkotaan, ‘

Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
administrasi perijinan kota. - | .

Menyiapkan bahan- ﬁﬁg_ﬁo@g dan petunjuk teknis pembinaan |

program fisik kota. ;
Melakukan pemantauan pelaksanaan program fisik kota,

. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi

u&.wﬂ:@ﬁ@gﬁnﬁa gﬁmvmggﬁwos_&mwﬂuggﬁ
kota, : : _

10. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman - dan petunjuk

teknis penynsunan batas wilayah kota.

11. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan |

bidang batas wilayah kota dan kerja sama antar kota.
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9. Perencanaan bgnﬁumn ruang.

10. Pemanfaatan ruang.

R N

12.

13.

14.

L
2.
3
4.
5.
6.
7.
8

9.

10.
1.

12.

13.
14.

Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan
batas wilayah kota. . .
Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka penyusunan pola dan rencana
kota. - . ,
Mengevaluasi pelaksanaan program tata perkotaan.

Menyusun RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kabupaten.
Menyusun RDTR (Rencama Detail Tata Ruvang) kawasan dan RTR
(Rencana Tata Ruang) kawasan. |

. Menyusun RUTRK/RDTRK-KK (Rencana Umwm Tata Ruang

Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota~-Tbu Kota Kecamatan).

Menyusun RTR-DPP (Rencana Tata Ruang —~ Desa Pusat Pertumbuhan)
dan RPIM (Rencana Program Jangka Menengah).

Merencanakan  lokasi.  investasi vang  dilaksanakan pemerintah,
swasta/investor dan masyarakat. . .
Merumuskan kebijaksanaan pokok aspek tata ruang.

Menyusun tata ruang kelautan (0-4 ml). :

Melaksanakan pembinaan penataan ruang (wilayah, kota, desa).

Sosialisasi produk tata ruang (RTRW, RDTR, RUTRK/RDTRK dan RTR-
DPP).

Melakukan kerja sama dan penelitian pengembangan SDA, SDM.

Menyusun identifikasi lokasi KTP 2 D (Kawasan Terpilih Pusat

- Pertumbuhan Desa).

Menyusun ' RPIM-P2KT - (Rencana Program Jangka Menengah/Program | -
Pengembangan Kota Terpadu). - S
Menyusun RPIM-PPWT (Pengefolaan Pembangnnan Wilayah Terpadu).

Koordinasi penryusunan tata ruang terpadu antar wilayah perbatasan.

Meramuskan wngw_ss pokok pemanfaatan Eﬂ-md&g kota, desa).
Memberikan rekomendasi berkaitan dengan aspek tata ruang,

- Memberikan pertimbangan perijinan pemanfastan ruang (wilzyah, kota,

‘desa)y. . L :
Memberikan pertimbangan perijinan pemanfaatan ruang kelautan.
Konsolidasi pemanfaatan SDA (Tanahy, air, udara, laut). R
Pemikiran/pertimbangan Réiag kegiatan pembangunan.
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11. Pengendalian pemanfastan ruang,

12. Manajemen pembangunan.

q
8
1
2
3
4
5
6.
1
2.
3
4
5
6
7

8.

9.

. Pertimbangan pelepasan/pengatihan hak kepemilikan. -
| 8 Memberikan bantuan teknis. ,

- Menyusun pedoman pengendalian  pemanfaatan ruang (wilayah, Kota,

desa). :
Pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan nanﬁ._:g»a

- Menjaga konsistensi aspek tata ruang, .

- Rekomendasi berkaitan aspek tata ruang/pemantaatan reang.

- Menertibkan pelanggaran peruntukan pemanfaatan ruang,
‘Melaksanakan monev kegiatan penataan mang. .

. H...oaa%mm wﬂgogmg_ ..._w: E@EF an:ﬁﬁ&g dan apalisis  data, |

penyusunan rancangan peraturan serfa adminisirasi bantuan luar negeri.
Pelaksanaan koordinasi perancangan dan program pembangunan daerah
kabupaten, - . s I .

. Pelaksanaan koordinasi ,wgﬁg dan ﬁnwmg&mﬁ_ﬁﬁ ruang daerzh

dan tata ruang kota & wilayah kabupaten.

- Pelaksanaan kerja sama pembangunan antar dacrah. , S
.~ Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan daerah tertinggal dan terisolasi di

lingkungan daerah kabupaten. -

. Pelaksanaan koordinasi perencanaan penataan Jdan pengembangan kawasan

khusus dan perkotaan,

- Penetapan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemberian bimbingan,

supervisi modal dan pola pengembangan potensi ekenomi, social budaya,
pariwisata dan tenaga kerja di daerah kabupaten, ‘

Penetapan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemberian bimbingan, |
supervisi modal dan pola pengelolaan sumber daya alam yang terdiri dari
sumber daya hayati, sumber daya non hayati, serta sumber daya buatan di
dagrah kabupaten. - - — _
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, koordinasi dan pelaporan
pelaksanaan program-program dan proyek-proyek pembangunan dacrah.

| 10. Memajukan system informasi pembangunan dacrah.

1. Penyusunan perencanaan pembangunan, pengelolaan dan pembangunan |
 BUMD. | o .

68




13. Perdengkapan.

_ 14. wgmmammg._

- | 15, Administrasi keuangan dacrah.

16. Manajemen kepegawaian.

N

Ll S S L L

P W S N s W -

Penctapan kebijakan pengelolaan barang daerah.
Penyusunan petunjuk ieknis vanm_g barang daerah, di bidang

perencanaan, peéngadaan, penyimpanan, pen wﬁﬁ&:ﬁggcﬁg ,

pemeliharaar dan penghapusan barang dacrab.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah daerah.
Pelaksanaan wmbm_mﬁwﬁg pemeliharaan -dan umB_uBmmu w&dE_mgm :
barang daerah. . R o ‘

Pel claksanazn vﬂ.ﬁr@g _xﬁ:._m amﬁmw

Me, —mx&ﬁn vgnawm%s a&.ﬁ% ﬁna_; =mmﬁ.§_ Emum w&:s.ﬁﬁrmﬁ

* pembangunan dan pembinaan kehidupan ke emasyarakatan. -

Menguji dan menilai atas kebenaran Ewcmz vﬂws_& E&n:ﬂmwn:&n -
setiap tugas pemerintah daerah. -

Melakukan pengusutan - mengenai wncgmu Ww oran vﬂ._n._w atan
Eﬁﬁnggggmg%gag%@ﬁgg
wnﬁwngmﬁvggag - .

ngg w«.ﬁ.ﬂﬁg u.gomns Bmmmg wﬁ&%ﬁg &B
belanja daerah kabupaten,

Menyusun rancangan APBD kabupaten. _

Menyclenggarakan  verifikasi ~ pelaksanaan  anggaran rutin @ dan
pembangunan di lingkungan pemesintah, daerah,

Melaksanakan pembuknan anggaran pen awwug dan belanja serta
penyiapan perhitungan angparan pemerintah daerah kabupaten.

Melakukan pembinaan uﬂ@%ﬁ dan tata ‘usaha kemangan di

lingkongan pemerintah daerah.

Menyelenggarakan tata :mmg w euangan ﬁnBanEnr daerah kabupaten.

Zﬂgnﬂsgw bu EEE@ mmiaaﬁ_bgm&pgo& PNS.
Melaksanakan pengadaan PNS, -
Merencanakan w_m karier, kebutuban @3&5 dan pelatihan serta
Bﬂ@ lenggarakan ujian ?ﬁmame atan pegawai. .

Melaksanakan mutasi, pemberhentian dan cﬂﬁg pegawai.
Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemeliharaan data
kepegawaian _ugﬁag wm_u:umﬁn .,
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| 17." Pemberdayaan masyarakat desa.

a. Pembinaan ketahanan masyarakat desa.

b. Pembinaan social budaya.

Melaksanakan RBEEH_“ mossmﬁﬁs kinerja, disiplin, kesejahteraan

. m-ﬂmwﬂmwn

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan enmuin_ mmnu di lingkungan |
Pemda. _
Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Bmsu._g_ﬂ woﬁ E.EEP E_B_m

_ g?ﬁ@ﬂoﬁ&.ﬁ%@@ﬁﬁ%
- Melaksanakan pengadaan, wmamgmwuﬁr w«ﬂ.&%ﬁg &5 RB&nEgnmn.

ﬁmu&&&ﬂmyu&%~§

Melaksanakan = pengurusan »gamg w%«wwﬂg mekiputi: . hak |
~ kewajiban, w&:agamg wnmn._um_ﬁnmg pegawai &E urusan nBE.w,._ e

.wamnm»sﬁg g

Eobim__b vgom:mmh E.om_.a: w«ﬁgb Bmm%&.mw»ﬁ anu. omw‘

Agﬁgwaﬁggﬁﬁggwggwgg%_

ﬁﬂﬁﬁ%ﬁ ke ?._pwmn nnw m.m_._awm cmnmnn&mnmg w&aswwmmmb,

Eﬂﬁﬁvﬁa ke E._mw_g serta mmmmﬁm wn_»wmmbug vozmaﬁwgmg sumber |
daya manusia pedesaan. :

Menetapkan kebijakan serta HEESW ?Hmwmmnmg tata laksana &5
pengembangan desa. -

Evaluasi pembinaan wo:&mnmn gﬁaﬁ desa,

Egﬁ_mﬁ. van muwﬁ_ dan program waBE:EE mco_mr pengumpulan

- analisis  data, pemantavan dan  pelaporan - wnm%uz social budaya
| =~ masyarakat. .

wgggﬁnwgggggﬁsu&%
motivasi dan swadaya a gotong royong, :
Penyusunan dan perumusan ke ebijaksanaan serta mmmm_num w@g._wwmg .

pengembangan pemberdayaan perempua.

- Penyusunan dan perumusan kebijaksanaan serta g ﬁnumasrgmﬁ

anak dan remaja.
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¢. Pembinaan usaha ekonomi masyarakat.

d. Pemanfaatan sumber daya alam.

AN

AT L N

wnacmgg dan Rﬂﬁ.ﬁﬁb wog._mwmwnmuu serta fasilitasi pengembangan .
tradisi dan budaya masyarakat.
Evaluasi w&m_agma: kebijakan fasilitasi mcsa budaya masyarakat.

Menyusun vﬂgnﬁsw: dan program uaBeS&E uwsaha ckonomi

‘masyarakal, pengumpulan dan analisis data, eaBuuS__m: dan pelaporan

tetitang pembinaan usaha ckonomi masyarakat,

Penyusunan dan perumusan kebijakan serta fasilitasi @&&Qg bantuan
pembangunan desa.
Penyusunan  dan m.m:nzcﬂs wagmwmn mn:m fasilitasi  pelaksanaan | -
perkreditan desa.

- Penyusunan dan perumusan kebijakan serta fasilitasi pelaksanaan produksi-
dan pernasaran. .

. Penyusunan dan perumusan kebijakan serta fasilitasi pelaksanaan smmwm
ekonomi keluarga dan masyarakat.

mﬁ.h:mm_wom%ﬁn mm_mwmgmﬁ_ Amb@mg_woggﬁu&wawgouﬂ
masyarakat. ‘

Poeyusunan rencana H_m program - pembinaan pemanfaatan sumber
dayaalam, pengumpulan dan analisis data, pemantavan dan pelaporan
tentang pemanfaatan sumber daya alam. -

Penyusunan dan perumusan kebijakan serta fasilitasi _uo_»_aubmﬁ
rehabilitasi sumber daya alam pedesaan.

Penyusunan dan perumusan  kebijakan  serta @u.&g pelaksanaan
konservasi sumber daya alam pedesaan. -

Pemyusunan dan perurausan kebijakan serta mumm_g uogmgg surnber

“daya alam pantai dan pesisir.

Penyusunan dar: perumunsan kebijakan serta fasilitasi pelaksanaan sumber |
daya alam daratan. -

Evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi RR@H@E& surber daya alam
pedesaan.
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. XVIIL

¢. Pemanfaatan ﬁ.ﬁ_o_omm tepat guna.

AW

NAMmA W N

, 8.
9.

w«&ﬁg program pembinaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna,
‘melakukan pengpmpulan dan analisis data, pemantavan dan pelaporan serta

- pembinaan teknologi tepat guna.

Fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan pengembangan Swnc_c% tepat guna.

| 3. - Fasilitasi pelaksanaan kerja sama teknologi tepat guna.

Fasilitasi pelaksanaan pemasyarakatan dan bantuan teknologi tepat guna.
Evaluasi R—&ag wwg&g fasilitasi pemanfaatan teknologi Evmw guna.

gﬂa.:mg perencanaan dan kebijakan bidang wamn._ugﬂumn social. -
Melalukan pengendalian dan pengawasan dan ?Esmuwm: peraturan
perundang-undangan bidang kesejahteraan social,

Melaksanakan penempatan dan pengawasan wmwadw social profesional, dan
fungdional.

' Melakukan pendataan permasalahan kesejahteraan social.

Melakukan penelitian dan pengembangan bidang kesejahteraan social.
Melakukan penyuluhan social terhadap masyarakat.
Melakukan pembinaan social tethadap -relawan man_w_\wo_ﬂwam social
masyarakat (PSM) meliputi: .
- PSM (Pekerja Sosial Masyarakat),

- Kader Kepernimpinan Sosial Wanita (KKSW).

‘ . Kader Sosial Masyarakat Desa Tepi Hutan.

- Kader Sosial Masyarakat Lingkungan Kumuh,
Kader Sosial Masyarakat Nelayan. -
K&mgs pembinaan terhadap balita terlantar di Tuar panti asuhan.

Melakikan pembinaan terhadap »umw yatim, ERF Mmg EE ﬁn_mﬁgn

didalam dan di luar panti asuhan. -

) o .. 10, Melakukan unBeBEu 8&5@% u_.mw Eomo_ @qﬁm ﬁwc_mwv di EB.. panti

asuhan. -

1., g&%ﬁﬁwﬁvﬁﬁn&ﬁf&ﬁﬁ&?ﬁvﬁ: mmazs.

12. Melakukan pembinaan terhadap anak yang Qawwﬁcg dan diperlakukan

- salah oleh ofang fuanya, -

13, Zﬂ:vaﬂg fasilitas adopsi Qoﬂ«ﬁ:&g m:mw melalui ﬁopwwamma




14, Melakukan pembinaan anak terlantar melatui asuhan dalam keluarga (foster
care). . ,
15. Melakukan pembinaan terhadap janda dan lanjut usia terdantar.
. | 16. Menyelenggarakan ‘pusat-pusat penampungar:  sementara penyandang
masalah kesejahteraan social (PMKS). - . _
17. Memberikan bantuan. rekomendasi - keringanan/pembebasan biaya  bagi |
 kelvarga tidak mampu. . .. - T o .
18. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai social pada’ komunitas adat |

- | 1. Melestarikan nilai-rilai perintis keinordekaan dan Kepahlawanan,

| 20. Penyelenggaraan usaba-usaha social kearah pemberantasan keraksiatan, .. :
| 21, Menyelenggarakan kerja sama -amiar - kabupaten/kota dalamm menangani| -
kesejahieraan social. e T e S
22. Melakukan bimbingan social dasar dan lanjutan. :
23. Melakukan - pembinaan dan bimbingan social terhadap orpanisasi

- social/LSM . yang bergerak di  bidang ~ kesejahtersan - social/nsaha

kessejahteraan social. B - :

24. Meningkatkan kescjahteraan social terhadap fakir miskin,
25. Melakukan pembinaan dan pemberian ijin undian gratis berhadiah.

| 26. Melakukan pembinaan dan pemberian ijin pengurapulan sombangan social,

27. Melaksanakan kenja sama antar kabupaten/kota dalam hubungan dan
: bantuan social. _
28. Miclakukan pembinaan terhadap keluarga yang kondisi peramahan dan atau
29, Melakukan pembinaan terhadap wanita rawan social ekonomi.
30. Memelhara makam pablawan dan taman takam pahlawan daerah
kabupaten. . . _
31. Meningkatkan kescjahteraan social bagi pahlawan/perintis kemerdekaan
dan kéluarganya, . . -
32. Melakukan pelayanan dan rehabilitasi social penyandang cacat di luar panti
. " asthan, o . -
33. Melakukan pelayanan dan rehabilitasi social penyandang cacat bekas
" | . peuyakit krogis di luar panti social. . .
34. Melakukan rehabilitasi social anak nakal di luar panti zsuhan.
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| 41. Melaksanakan rehabilitasi terhadap pemulung,

35. Melakukan pelayanan dan  réhabilitasi  social tethadap  korban
* pemyalahgunaan narkotika, psikotropika, ataw zat adiktif (NAPZA) di luar

36. Melakukan pelayanan dan rehabilitasi social terthadap waris,

37. Melakukan rehabilitasi social terhadap tuna social di lnar panti social.

38. Melaksanakan pelayanan din rehabilitasi social tethadap bekas narapidana. |

| 39 Melaksanakan rehabilitasi terhadap pengernis diluarpantisocial. - . -

40. Melaksanakan rehabilitasi terhadap gelandangan di lnar panti social. . -

42. Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi social terhadap pendetita AIDS. * -
43. Penyelenggaraan - tempat- penampungan anak cacat torlantar (cacat netra,.

rungy, wicars, mental, cacat tubuh dan cacat ganda).” :
44. Penyelenggaraan panti asuhan bagi anak yatim, piata, yatim piatu dan anak
 texlantar yang berasal dari wilayah kabupaten Tegal dan sekitamya. :
45. Penyclenggaraan panti penyantunan anak ‘bagi anak drop out dari keluarga |
- tidak mampu yang berasal dari wilayah kabupaten Tegal dan sckitanya.
46. Penyelenpgaraan rumah perawatan (panti) bagi lanjut usiajjompo terlantar
yang berasal dari wilayah kabupaten Tegal dan sekitarnya.
47. Penyelenggaraan panti social bagi peryandang cacat yang berasal dari
- wilayah kabupaten Tegal dan sekitarnya. . _
48. Menyclengparakan kerja sama antar Kabupaten/Kota dalam pelayanan dan
~ rehabilitasi social: _ N - |
1 49: Memberikan bantuan terhadap korban bencana alam.
- | 50. Memberikan bantuan social terhadap orang yang terkena musibah/terdantar
51. Melaksanakan rehabilitasi terhadap korban bencana alam,
52. Pembinaan terhadap Satuan Tugas Sosial Penanggulangan Bencana
|- (SATGASOS PB). SR o |
33. Menyelenggarakan - kegja sama  antar KabupatenKota  dalam
~ penanggulangan bencana. | B - .
54. Penanganan eksodan.
55. Pemberi baninan terhadap tempat-tempat ibadah.
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1. Tugas dan tanggung .wmﬂwe (Kebutuhan dan
kepentingan masyarakat di dacrah)

LU S o s

2. Pendapatan daerah
a. Kewenangan otorisator.

Menginventarisasi kebutuhan dasar (basic needs) masyarakat daerah, sesuai

potensi yang ada di daerah. . _

Menginventarisasi kebutuhan sekunder dan tersics masyarakat daerah.

- Menginventarisasi potensi atau sumber daya alam (SDA dan SDM, sumber

daya lain) yang dimiliki daerah, . A R =

Menginventarisasi  tugas,  poterisi “dan- kebutuhan masyarakat dan |

- pemerintahan pada scluruh kecamatan dan kelurahan serta desa, _
Merumuskan bobot Kecamatan, kelurahan dan desa yang dijadikan dasar |-

- pertimbangan kewangan di daetah.” - .- . - - . . | -

. Merumuskan kebijakan pendapatan daerah dan pinjaman dana dari sumiber |

dalam negeri dan atau dari sumber tuar negeri. .

- Menyusun naskah Raperda tentang pendapatan asli dacrah sebagaimana
disebutkan pasal 4 UU 22/1999. :

3. ' Melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan pendapatan daerah yang terdiri
- dari pendapatan asli daerah melipufi: hasil pajak daerah,hasil retribusi| -

dacrah, laba perusahaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan  lain-lain - pendapatan . asli - daerah yang sah.. Dana|
perimbangan, ‘dana alokasi wmum. dan dana alokasi khusus, pmjaman |
dacrah dan lain-lain pendapatan dacrah yang sah. R

- Mensosialisasikan perda tentang pendapatan dacrah,
- Melakukan bimbingan, pembinaan dan koordinaasi teknis tentang tugas,

~ tanggung jawab dan kewenangan fugas-tugas bidang pendapatan daerah,
- Menefapkan dinas~dinas daerak serta lembaga daerah sebagai penghasil |
pendapatan daerah, L - L :

e




Menyusun naskah Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah.

Mendata wajib pajak dan retribusi dacrah. |

Mendata dan menganalisa pendapatan dan kinerja BUMD.

Membantu Ditjen Pajak dalam pengelolaan PBB di daerah (pendataan,
. penyampaian SPPT, pemungutan «dan pengawasan). S
“Mengevaluasi - secara  berlanjut tentang pengenaan tarif pajak refribusi
..&ﬂ»&%mnawon.__%wmwc:g o o o

Melakukan perencanaan ~dan  pengendalian. operasional pada aspek L
pendataan, penctspan dan penaghan pajak dan rewibusi daerali dan| 0000 el
| ~ pendapatan daerah Iinoya. - .. L - LT S R
7. Melakukan penyuluhan. tentang - PAD dan PBB serfa pendapaian daerah | - . _
8. Meclaksanakan intensifikasi, ekstensifikasi *dan  diversifikasi pajak dan |

- retribusi dacrah danjenis pendapatan lainnya, - ~ - -
9. Memberdayakan pemerintah kecamatan dalsm membanitu pemungutan dan |
. bengawasan sumber-sumber pendapatan daerah, - .
| 10. Mengelola pemungutan pajak dan reétribusi - daerah sesinai -Perda dan| -

- Keputusan Bupati pada tingkat dinas - daerah, lembaga teknis dacrah, |

. Perusda, Cabang * dinas ‘dan UPTD- pada “tingkat Kecamatan, dan|

desa/Kelurahan. . o -
11. Melakukan pembinaan terhadap para perungut pajak dan retribusi daerah

serfa jenis . pendapatan daerah lainnya agar tercipa hubungan yang
~ hammenis antara wajib pajak dan pemungpt (Fiscus). . ,
12. Memberikan petunjuk teknis kepada petugas pemungut yang bertugas
" menagih, menerima dan menyetorkan kepada bendaharawan penerima atau
. kas daerah tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. _

13. Membukukan dan melaporkan semua pendapatan daerah.

|14 Menetapkan bank-bank persepsi.” 0000 . -

b. Kewenangan ordonateur

:m,w BN

¢. Kewenangan kebendaharawanan 1. Membukukan, - menerima, nenyinpan  semua  jenis pendapatan  dan
- (Comptable) penetima, menyetorkan ke kas dacrah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

| | 2 Melakukan pemeriksaan atas nama bidang tugas kebendaharawanan. -

1 3. Membuat laporan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang

penetimaan dacrah kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang
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3. Belanja daerah.
a. Penyusunan RAPBD dan APBD.

w.. Pelaksanaan belanja daerah otorisator.

¢. Pelaksanaan belanja daerah ordonateur.

4. Menyiapkan _%33 ﬁngm PAD dan ﬁgn%mg ‘biaya lainnya vang
dijadikan untuk penentuan perimbangan WG:H@S antara pemerintah pusat
dan daerah.

5. gnnnﬁ%gﬁgﬁ._aw bank H_o_..mn-umr

1. ngcﬂvar»u g uaﬁm akuat tentang  kebutuhan belanja (rutin dan
pembarigunany kepada tingkat wﬂsm:bgm: yang lebih rendah (kecamatan,
kelurahan dan desa)..

2. Mengumpuitkan data ‘yang akurat ﬁuﬂum kebutuhan belanja (rutin dan
pembangunan) _aﬁmm» 9:% &Em aﬁBF sekretariat daerah dan lembaga
teknis daerah. . _

3. Menyusun anggaran bEwU : o

4. Menyusun konsep RAPBD dan Raperda, APBD,

5. Membahas Raperda, APBD agmﬁ_ c..&m: legislative AUWWUV

6. Mengesahkan Perda APBD. -

7. Menyerahkan DIPDA dan DIKDA E& unit-anit organisasi Pemda.

- | & Menyusun namwmw tentang perubahan APBD.

1 Egmnmmswub Uuu_ub dan DIKDA berdasarkan Perda pelaksanaan APBD,

2. Menerbitkan SKO sesuai Eﬂp aﬁmﬁmn dan E»mcm %E_m tersedia dalam
DIFDA dan DIKDA.

3. Mengawasi pelaksanaan DIPDA dan uuhﬁu A

4. Zgw:g%&mwg

m Eaumﬁnwg SPP. S _ |

2. Memeriksa, menguji tagihan dan menerbitkan SPMU. -

3. Mencapai tagihan dalam rangka 8@59, SKO, register SPMU, register
UUDP dan penerbitkan dafiar ' penguji sebagai dasar waﬁ.g_g SPMU.

4. Menerbitkan SKPP/PNS. :

| 5. Melaksanakan tugas-tugas kas daerah.

6. Verfikasi atas pertanggungjawaban vmaam:a.még | ._
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d. Kebendabarawanan ﬁc&vauv_av
pengeluaran.

4. Pengawasan pelaksanaan APBD.

5. Perhitungan APBD.

6. Pertangpungjawaban.,

7. Pendapatan asli daerah.

7. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala
Daerah (Bupati berdasarkan laporan pertanggungjawaban bendaharawan).

- { 8. Melaksanakan urusan tuntutan perbendaharawan dan ntutan ganti rgi.

1. Zonnmﬂ.r ‘menyimpan, membayar  atan mengelvarkan  dan
mempertanggungjawabkan vang daerah yang dikelola. . _
2. Mengadakan pembukuan atas vang dactah yang dikelola.

1. Merumuskan standar-standar pengawasan. - . .

2. Melaksanakan pengawasan (Waskat, fungsional, pengawasan masyarakat|
dan pengawasan DPRD) secaraintensif. -

3. Membandingkan hasil pengawasan dengan standar pengawasan.

4. Menyusun laporan pengawasan (LHP) para pejabat yang berwenang,

3. Menindaklanjuti LHP sesuai hukum yang berlaku.

1. Menyusun perhitungan anggaran berdasarkan data pendapatan dan belanja
berdasarkan Perda dan APBD peraturan lainnya,

2. Menyusun naskah Perda perhitungan APBD.

3.. Membahas perhitungan APBD dengan DPRD.

4. Mengesahkan perhitungan APBD. .

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah,

N.Zﬂqgwmﬁgﬁvogwmngmm:@wﬂ%ﬁrg&gwﬁﬁm
DPRD. : o : . .

-1 1. Melakukan Rg&g kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan

- pembinaan, koordinasi teknis dibidang pendapatan asli daerah.

2. Menyusun konsep naskah Raperda tentang PAD. -

3. Melakukan pendafiaran dan pendatamn wajib pajak dan wajib retribusi
daerah, R _

- | 4. Melakukan penctapan besarnya pajak daerah dan retribusi dacrah. -

3. Melakukan koordinasi dan pepgawasan atas peketjaan penagihan pajak
dagrah, retribusi daerah dan pencrimaan pendapatan ask daerah lainrya.
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8. Bagi hasil PBB.

9. PADS pasar.

6. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian %ﬁ.u&gm_ di bidang
pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, dan
PAD lainnya.

7. Melakukkan penyuuhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD
lainnya. B

8. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan refribusi
dacrah. e

9. Memberdayakan  pemerintah kecamatan . dan . desa/keluraban - dalam |

membantu pemungutan dan pengawasan PAD,

1. Membanta dalam menetapkan bank persepsi, . T

2. Membantn melaksanakan peketjaan. pendataan obyek dan ‘ subyek pajak
bumi dan bangunan (PBB) yvang: dilaksanakan oleh Ditjen Pajak dalam hal
menyampaikan dan menerima kembali surat pemberitahuan  obyek pajak
(SPOP) kepada/dari wajib pajak. . -

1 3. Membantu Digjen Pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan wm.mmw o

terhutang (SPPT), surat Ketetapan pajak (SKP), surat tagihan pajak (STP)
dan sarana. administrasi pajak bumi dan bangunan  lainnya. kepada wajib
pajak serta penyampaian daftar himpunan pokok pembayaran pajak bumi
dan bangunan di wilayah Kabupaten, ,

4. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas peketjaan penagihan pajak |

bumi dan bangunan serta penyuluhan mengenai PBB., _
5. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB. S
6. Memberdayakan pemerintah  kecamatan  daq desa’kelorahan  dalam
membantu pungutan dan pengawasan PBB. . - S

L. Perumusan kebijaksanaan teknds, pemberian bimbingan dan pembinaan
terhadap pengatiran loos, kios pasar dan semua sarana dan prasarana fain,
pendapatan _retribusi  pasar, kebervihai  dan pemeliharaan pasar serta|

: rng_a@mnﬁmwﬁ&ggmﬁvﬁmﬁ I o

2. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah’ ditetapkan olch

- Bupat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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1. Administrasi kependudukan.

3. Pengawasan aubwﬂﬁgamwmu teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya

sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan olch Bupati sesua dengan|

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Koordinasi yang melipmi segala gwwﬁggw@gmﬁs
- mewujudkan kesatuan dan kescrasian gerak yang berhubungan dengan |

- peningkatan pemasukan retribusi pasar dengan se segala jends pungutan dacrsh
yang berasal dari pasar dan lingkungannya.
5. wﬂ_m_ﬁ:m n tata usaha dinas pengelola pasar.

o 1. Me Eﬁﬁmwp: mﬁw&:rmn &5 _umsgsﬂ_ ﬁn:ﬁmg wavoaga:wmu

kepada masyarakat.
2, Melaksanakan pendafiaran dan penc gwgﬁq—. :
3. Menerbitkan akta kelahiran. ,

B Egggﬁgvﬂggggﬂmg

S | 5. Menerbitkan akta ggvﬁo&ﬁgﬁggwggg

berlakn. -

s Menerbitkan KK dan KTP moﬁawaggwﬁmeﬂg .
- 1'7. Pencafatan dan penerbitan Kutipan akta kematian wﬂﬁ.&cw :

AR v%gwrwg%ﬁwégﬁgg perubahan status |

8. Menyelenggarakan . administrasi - mintasi  kepen - pengesahan dan-

w%ﬂ.?%g RE&%B, _ﬁaﬁmﬁ egaraam; Rﬁw&u&. mns RB?E ikte

. B w gﬂ%&%ﬁﬁu onE._wmm Emogﬁaﬁ nﬁg Aﬂmmv wawon&u&.wﬁv

T2 ﬂnggmawuﬂo% w%ms%ga
T ) Zggwgng&:ﬁnwm n&ggﬁﬁw

- Kgﬁsnnﬁamaﬁgm ggg&rﬁ#ﬁ%@ﬁ
12, Me gggggggg

4. Z Ea»ﬁwﬁ v&uﬂgb ?@ o&ou npmmn_umam

.....



HUKUM: o
1. Pembuaian Perda. |

5. Melaksanakan wcﬂnama dengan dacrah tujuan dan Rn&ﬁgmwﬁmp calon
transmigran.

6. Melaksanakan evaluasi program transmigrasi di daerah,

7. Melaksanakan Eoﬁﬁo:bm“ pelaporan dan evaluasi.

8. Melaksanakan penyajian informasi kependudukan.

9. gniaﬁuwﬁ kerja sama mw_._mpn dacrah lain uﬁ.ﬁ Bgnn%: Ugwswag
- penduduk. -

10. g@ﬁwmﬁg voamﬁmg ‘dan pe :nwg Hﬂg wﬂ.mﬁmﬁ ﬁnwmo%&

1 Egﬁsgﬁomﬁﬁ_ m_mgamﬂmw - . o S

2. Menyusun strategi perbaikan peraturan wonsmmam gmm: nma.mw yang
‘tidak sesuai dengan UU No. 221999 tentang Pemerintabari Daerah serta
pefiyesuaian tatanan, mekanigme ¢ penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.

3. Meneliti dan mengkaji hal-hal yang Bm&m& sumber konflik atau mnam_as
Bﬁﬂ%gﬁ&sr gEﬁQ:EE strategi penetralisagian. .

4. Menyusun Raperda sesuai %Bmﬁ_ uu Zo mﬁpw@ ﬁngm Pemeintahan
Dacrah.

5. Melakukan sosialisasi &:5?. ;oaam::m:w@am. y

_ 6. Memnetapkan Perda.

2. Pelayanan dan pemberian bantuan hukem,

7. Menyampaikan naskah w&& kepada Pemerintah Pusat dalam im_nc um _

(lima belas) hari.
1. gﬁm«e&&& dan mempelajari pelaksanaan ‘peraturan perundang- EagmaP

kebijaksanaan kepala daerah, pedoman  dan unné__w teknis pemberian |

bantuan hukum dan advokasi, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan

wewenang aparat hukum di dacrah, maupun wewenang pemerintah daerah.
2. Mengolah dan mengelola data dan informasi yang vﬂ&uv&.mmn dengan

pelayanan dan kelembagaan bantuan hukum.

3. Menyusun kebijaksanaan dacrah, @ﬂggﬁgﬁﬁﬁoﬁaﬁ&?@g ,

bantuan hukum dan advokasi di daerah.
4. Mengmventarisasi permasalahan yang g:vgmnbm dengan EEEE hukum
dan Bﬂﬁgﬁs bahan petunjuk pemecahan Bmaap_.am.
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)| 3. Penyusunan dokumentasi produk hukum.

| m Melakukan koordinasi dengan nms.x terkait yang berhubungan dengan

" bidang tugas pelayanan dan pemberian bantuan hukwm di daerah, _

6. Melakukan koordinasi dengzn instanasi lain (Kejaksaan, Pengadilan dan
Kepolisian serta pihak lainPengacara atau korban dalam  rangka
penyelesaian sengketa hukum, baik perdata dan tata usaha negaAra maupun
pidana. _ ‘

7. Melakukan upaya penyelesaian perkara atan gugatan yang ditujukan kepada
Pemerintah Daerah. :

yang berhubungan dengan perkara kedinasan (tata usaha negara, perdata, |
pidana). _

9. Menyelenggarakan penyuluban hukom dan sosidlisasi peraturan perundang-
undangan kepada masyarakat dan PNS di llingkungan pemerintah daerah.

10.Menyediakan tenaga advokasi wntuk mewakil kepala dacrah atau pejabat di

- lingkungan pemerintzh daerah dalam penyelesaian perkara baik di Inar

~ maupun dalam sidang pengadilan. .

11.Menyampaikan saran, masukan dar bagian hukum kepada Bupati dalam
bidang hukum dan perkembangan hukumn yang menyangkut kewenanpan
dan tugas pemerintah daerakh.

‘12 Menyiapkan tenaga penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). ,

13.Melakukan pembinaan tethadap tenaga pemyidk pegawsi negeti  sipil
(PPNS). : . .

14. Atas nama bupati menerbitkan kartu anggota PPNS.

1. Menetapkan pedoman dan pet m_—w,ﬁg peniyusunan dan pemanfaatan
dokumentasi produk hokum di daerah, = ) . :

2. Mengundangkan peraturan perundang-undangan di daerah dalam lembaran
daerah. ) _ .

13. Menciapkan pedoman teknis dan kebijaksanaan dacesh berhubungan denpan

penyusunan dokumetasi produk hukum.

,gca%mwﬁmaﬁévg nnnmm:vaoa:rgwﬁ:.&_bggwg&
dacrak. - :
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8. Memberikan bantuan hukum kepada pegawai atau pejabat unmaﬁ di daerah |

4. Meneliti, mengumpuikan dan mengolati mﬂ_s membukukan data dan|




5. Memperbanyak dan menyusun peraturan perundangan-undangan, produk
hukum lainnya dengan putusan pengadilan mengenai Ketatansahaan negara
- dan kerja asama dengan pihak ketiga (kontrak karya), serta akta damai atau
- pulusan arbitrase mengenai sengketa yang melibatkan unsur pemerintah
6. Melakukan koordinasi dalam prioses penynsunan dokumen produk hukum
baik produk hukun nasional maupun daersh, = - - . S

| 7. Menyiapkan produk hukum unituk dipublikagikan, -

S 8. Menjabarkan segala peraturan ﬁgggmgmpnsanmﬂa nﬁ.ﬁ.?mum |

4. Evaluzsi dan pengkajian produyk hukum.

. | PENERANGAN:

1. Kebijakan penerangan daerah.

2. Pencrangan mobile dan media tradisional.

|1 Menginventarisasi dan mengevaluasi: kualitas. materi pelaksanaan_ dan |.

penegakan produk hokum- -daerah, Serta keterkaitannya dengan nilai-siilai|
%ﬁmaatvggﬁ%r. : 2 o

1. Melaksanakan sosialisasi Ewnﬁmn_&ﬂmr dan kebijakan dacrah.
2. Mensosialisasikan Perda tentang penerangan dacrah,

1. Menyiapkan bahan dan sarama fasilitasi kegiatan pelayan yang bersifat
mobile berupa tatap muka, permutaran film, penyedizan sound system,
kelompen capir yang bessifat massal dan seremiak. _ ‘

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penerangan  dalam

- | bentuk dialog interaktif (komusnikatif timbal balik) antar pemda dengan

- masyarakat dan antar masyarakat.

3. Fasilitasi- kepiatan pelayanan penerangan melalui media pertunjukan rakyat

.~ tradisional. _ | o

4. Memberdayakan pos penerangan pedesaan dan pusat informasi pesaniren
(PIP). . .

5. Membina kelompok komunikasi social,

.ﬂw.




3. Penerbitan.

1 4. Pameran &5 media nar muang,

| 5. Siaran radio dan televisi,

6. Fasilitasi  pelaksamaan kegiatan  pelayanan pemnerangan  beropa
pemberdayaan kelompok social dalam rangka perberdayaan masyarakat di|

~ bidang informasi dan komunikasi, - : ,

7. Menyelenggarakan publikas dan dokumentasi dacrah,

1. Menyelenggarakan usaha pencrbitan (media cetak) Pemda berupa bulletin, |

- koflet, brosur, gambar dinding dan penerbitan lainmya, - - L

2. Mengumpulkan informasi dan  melalckukan  koordinasi. umit .oTganisasi
lingkungan Pemda dalam rangka penerbitan pemerintahan daerah,

3. Koordinasi usgha dalam’ rangka kepiatan pernberdayaan  percetakan
pencrangan non pers daerah, , L S

4. Fasilitasi kegiatan pelayanan penerangan melalui penerbitan media cetak.

3. Memberdayakan dan memantan pers, penerbitan dan grafika, -

| 1. Memfasilitasi akomodasi wgu&_ﬂpmmﬁu&ﬂ_ pameran.

Nﬂoﬁ%ﬁ&%ammuwmgm terkait dalam rangka R@&%&g v&nﬂ...ﬁ_.

3. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pelayanan penerangan melahi  pameran
berupa pameran pembangunan, pameran kelifing, pameran stastoner, dan

h.mﬁﬁﬁmmworggﬁnm&@g berupa pencrangan melalsi media
lvar ruang berapa spanduk, baliho, foto opname dan media luar Iainnya.
3. Mengkerdinasikan - dan  membeg rckomendasi  tentang  materi
~ penerangan/informasi dalam pemanfaatan miedia luar reang sesuai peraturan
yang berlaku. _

1. Menycdiakan bahan dan melaksanakan kegiatan pelayanan  penerangan
melahui media radio dan televisi, _ , !
2. Memberikan rekomendasi tentang penyelenggaraan radio siaran dan televisi




6. Film dan rekaman video.

- | 7. Hubungan masyarakat.

H.Woon%s&.gravgmmiﬁﬁg vgmo:mam»n vﬁngmgnmn
rekaman video sesuai ketentuan yang berlaku, . .

2. Membina dan melayani rckomendasi untuk pemutaran film keliling/Tayar
tancap. _ .

|3 Mmberiken tanda pendaftaran usaha (TPU bagi penjualan dan penyewaan

LD dan VCD. S
4. Pengawasan dan melaksanakan pemutaran film. =~
3. Mengelola ijin dan atan TPU perfilm dan rekaman video. .
6. Memberikan rekomendasi ijin pendirian gedung bioskop dan gedung hiburan
lainnya. : - - : : _

1. Memberdayakan Hn&m‘ kehumasan - dalam B:m_s menyebartuaskan

kebfjakan  tencana pelaksanaan dan  hasil-hasiliya  dalam bidang .

. pemenintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
2. Menyerap dan menerima masukan-masukan dan aspirasi masyarakat bagi

- Pemda sebagai bahan penynsunzan kebijakan pemimpim.

3. Melalukan pembinaan dan koordinasi aparat dan lembaga kehumasan.
4. Melakukan pendataan dan  analisa perkembangan pelayanan media |
kehumasan di daerah. o

-1 3. Melakukan pendataan dan analisis | vanwou&m.smu: masyarakat scbagai

bahan penyusunan pendapat umum daerah (regional publik opinion).

6. Menyelenggarakan jurnpa pers dalam rangnka memperjelas kebijaksanaan |

Pemda kepada masyarakat. .
7. Mengadakan kerja sama dengan media massa dalam rangka mengangkat
potensi daerah.

| 8 Mengolah pemberian untuk kepentingan media massa mengenai kegiatan

pemenintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

|9 Meningkatkan peran  akiif masyarakat dalom rangka  melaksanakan

pembangunan di segala bidang aspek kehidupan. ‘
10.Menanggapi muatan penulisan di media massa dalam rangka penggnnhaan

hak jawab kelembagaan di media massa, ,
11.Menyusun dan menyelenggarakan penerbitan media daerah.
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3. Pusat informasi masyarakat,

1 9. Evaluasi,

12.Melakukan peliputan kegiatan Bupati, pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan untuk kepentingan media kehumasan,

13.Mempersiapkan dan menghimpun sambutan Bupati wntuk ninlai dokumen
maupun penyebarinasan kebijakan,

14.Melayani dan membina hubungan serasi dengan infra strukiur lembaga
media massa, lembaga penerangan, lembaga pemerintahan  maupun
kemasyarakatan di dacrah, ] _

15.Mengumpulkan, mengoperasikan dan menghimpun. data, foto, asset dan film
berdasarkan  hasil  liputan  kegiatan pemerintah  daerah  untuk
didokementasikan serta dipuiblikasikan, _ - .

16.Menghimpun informasi yang berasal dari media massa, masyarakat dan
lembaga yang lain untuk diolah dan dianalisa sebagai bahan kajian

pimpinan. _,

17.Membentuk opini publik dalam upaya menjaga dan meningkatkan citra
pemenintahan di masyarakat. _ ,

18.Bertindak sebagai jurn bicara pemerintah daerah dalam rangka menyiarkan
dan memberikan informasi kepada lembaga kemasyarakatan/badan hukum
dan lambaga lain yang memeriukan. ‘

1. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan pencrangan yang bersifat stasioner, :

2. Mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan penerangan  dengan
pendekatan media dan sasaran khalayak (massa). :

3. Menyusun dan mengembangkan tata informasi perkotaan dan pedesaan.

4. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan penerangan melalui  perpustakaan
penerangan. _

1. Mengadakan evaluasi menyelurh terhadap implementasi fungsi pencrangan
kepada masyarakat di dacrah, : . ,
2. Membuat dan menyampaikan laporan implementasi fongsi penerangan

_ kepada pejabat yang berwenang.




XX

PEMUKIMAN:

| 1. Perencanaan Permukiman.

[ | KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA

SEJAHTERA:

- N R S Y

R ALA R W

110,

11.

12.

gﬂﬁo»ﬂmwg penyediaan tanah matang beserta fasilitas _Emw_h_mg
Merencanakan pengembangan wilayah secara makro (kabupaten).
Merencanakan pengembangan kota dan pedesaan secara makro. -
Merencanakan kebufuhan _Emwznmmﬁ perkotaan yang ideal.
Merencanakan hierarki kota sesuai fungsi dan peranannya.

‘| 6. Merencanakan keija sama dan koordinasi administrasi fungsional antar|
 kota sebagai kesatuan organis dengan desa di sekelilingnya:

Merencanakan fasilitas “pelayanan umum fingkukngan jalan, gn
pengadaati aif minum yang schat dan pelayanan lainmya.

- Merencanakan ugwog EE&@Q:B@S mam mﬁﬁ. kemampuan

masyarakat,
Merencanakan unﬁemmm:nmn perumahan yang eoa:n_ma pada Bﬁwﬁ.&ﬁ .

.gﬁnoggvﬂw%nggﬁr

mgﬂ.um_mb EEomS_. wﬂ:.ﬁmm m&&dﬂﬁ. - C
Pénetapan hasil Klasifikasi dan profil kéluarga sej jahtera.
Penyerasian kriteria pemberdayaan ekonomi keluarga.
Penetapan syarat-syarat pembentukan kelompok UPPKS.
Penetapan pengembanmgan kealitas produk UPPKS.

- Penetapan pengembangan UPPKS m%wma_._ﬂuvmmw keuangan mikro.

Penetapan skim kredit bagi kelompok WPPKS."
Penetapan criteria dalam pengembangan ke gmme.._ anggota UPPKS.

,mﬁaﬁwﬁ wgmngvﬁmﬂ_ wn_oaecw dwuﬂnm ﬁB: Bﬁ.m Emrw awouonu
‘mikro pedesaan. |

‘Penetapan ugmgcgmm: uﬂnasusmg _&_oawew UPPKS.

Penetapan bentuk bimbingan pengelola modal nsaha dan ﬁoamﬂ:wmnmg
- kualitas produk dan pemasaran basil UPPKS.

Penetapan syarat penyediaan dan ﬁﬂ&ﬁﬁg kredit cmmu usaha dan

%E:m_.sg ﬁ:ﬂ@mﬁ_ ;
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30.
31.

32.
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34.
35.

36.

Pembimbingan dan fasilitasi terknologi terpat suna.

Penetapan materi penyebarluasan informasi produk unggulan kelompok
UPPKS. : _ .

Penetapan kriteria pemberian sertifikat kelayakan usaha {SKU) bagi
kelompok UPPKS, L

Pengembangan prototype media komusiikasi. -

Pengembangan dan pemilikan media advokasi-dan HAHm

._mg%agﬁg??%&ﬁmﬂaa&%sﬁgﬁﬁg..
,%M?%Paﬁgwcgﬁwm&g?f. o )

Ponyerasian criteria pembinaan ketahanan kefuarga, - -

mgwo_nnmmﬁm»:ng;mbm_ag_nﬁ_uﬁ;wmmmﬁnn%owuwggg._
Penyediaan fasilitas bagi kelompok BKB, BKR, dan BKL. . . .
Penyelenggaraan bimbingan BKB, BKR, dan BKL. . - = | -
Pembinaan, pemantapan ketshanan kefuarga, , ‘
Penyclengparaan dan fasilitasi peningkatan kesetaraan dan keadilan gender -
dalam pelaksanaan program KB/KR dan KS/PK. o .
Penyelenggaraan perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan dalam
keschatan reproduksi tethadap perermpuan, anak dan remaja dalam =
pelaksanaan program XB/KR dan KS/PK.

Penetapan materi promosi KS/PX. - L

Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan KSPK,

Penetapan kebijakan pengelolaan kesshatan reproduksi remaja.
Penetapan sasaran program kesehatan reproduksi remaja. A
Penetapan prioritas kegiatan program reproduksi remaga.
Penyelengparaan kemitraan pelakasanaan program keschatan reproduksi
remaja baik antar setor pemerintah maupun dengan LSM,

Penetapan media KIE keschatan reprodukesi remaja yang sesuai dengan

kondisi sasavan.” .

Penétapan materi texmasuk isi pesan dan design kesehatan reproduksi

- remaja sesuai dengan kondisi dan sasaran,

Penyelenggaraan dukungan kegiatin remaja positif, . :
Penetapan fasilitas pendukung pelaksanaan penyuluhan kelompok oleh
pendidik sebaya dan konselor sebaya kesehatan reprodukasi remaja.
Penetapan fasilitas dukungan pelaksanaan penyuluhan kelompok bagi

. keluarga dalam program keschatan reprodukasi remaja.




37.
38.
39.

41
42,

43,
. . Penyelenggaraan penyulahan KB/KR.
45,

47.

49,
. - Penyelenggaraan dukungan pelayanan ryjukan KB/KR,
51. _ .
52.
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59,

61.
62.

63.

| 65.

Penetapan system pembinaan program keschatan reproduksi remaja.
Pengembangan/pembinaan pusat informasi dan konsuliasi Temaja,
Pemberdayaan tenaga pendidik sebaya dan konselor sebaya dalam program
kesehatan reproduksi remaja. :
Pengenabangan SDM pendidik sebaya dan konselor sebaya dalam program
kesehatan reproduksi remaja. C

Promosi dan KIE kesehatan reproduksi remaja baik bagi remaja maupun

. keluarga, -

Pelaksanaan Eo&gm dan evaluasi program keschatan Rﬁo%ws R

.remaja.’ - .

Penetapan criteria dan mumﬁ.ﬁ_bﬂmam&mum Wn_um.ng. -

Penyelenggaraan pelayanan KB/KR. L
Penyerasian kriteria kelayakan tempat pelayanan KB/KR.
Penetapan jaringan pelayanan KB/KR jalur pemerintah. . .
Penetapan jaringan pelayanan KB/KR jalur swasta dan masyarakat.

Pemantavan mutu pelayanan KB/KR. -

Pemantauan mutu dan alat kontrasepsi.

Pengembangan jaringan rujukan pelayanan KB/KR.

Penetapan materi promosi KB/KR.

Penetapan materi penyelenggaraan advokasi KIE dan konseling KB/KR.
Penetapan dan pengembangan isi pesan dan KIE KB/KR.

- Penyerasian standar kualiias pelayanan KB/KR,

Melaksanakan pembinaan peserta KB mandiri.,
Penyediaan dulungzn alat dan obat kontrasepsi.
Penetapan perkiraan “Unmei~Need” KB.

- Penetapan perkiraan peserta KB yang drop out.

Penetapan perkiraan sasaran program KB menurut tahapan keluarga
sgjabtera. = - R

Pelaksanaan monitoring dan evashuasi program KB/KR. .
Pengelolaan informasi dan data demografi, KB, dan keluarga.

Penyelenggaraan pendataan keluarga.
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.- Pembinaan kelembagaan dan institasi.
" 69 Penyerasian criteria operasionalisasi pencatatan dan-pelaporan pelayanan
70.
1 71,

72 _ |
- Pengelolaan pendataan, pemetsan dan penomoran keluarga,
74. _
175
76.
77.

78.
79.
80.

K R

83.
84.
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87.

Penyelenggraan pengelolaan informasi dan data demografi, KB dan

keliarga.
Penyelenggaraan analisa data kependudukan.

KB/KR dan XSPK. .
Penyelenggaraan pendampingan dan pembinaan institusi masyarakat.
enyelenggaraan administrasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi dan

pelayanan penggunaan alokon.

Penetapan penggunaan data keluarga,

Penyelenggaraan orientasi petugas pendataan.

'Pembinaan kader pengelola kegiatan bina keluarga, -

Pembinaan dan penilaian penyubuin KB/petupas lapangan KB,
Pembinaan kelenibagaan din institusi pelayanan KB/kesehatan reproduksi
dan keluarga sejahtera.

Penctapan pelaksanaan mekanisme program KB/KR.

Penyerasian Klasifikasi pentahapan institusi masyarakat pedesaan.
Penetapan sasaran pengembangan dan peningkatan kualitas institus;

-masyarakat pedesaan.

Penetapan sarana kerja bagi kader institusi rnasyarakat pedesaan,
Penetapan sarana kerja bagi penyuluh KB/petugas lapangan KB.
Penctapan petunjuk teknis operasional institusi masyarakat pedesaan,
Penetapan tata kerja penyutuh KB, . B

Penctapan petonjuk teknis peningkatan peran serta LSM,
Penetapan juknis pengembangan peran institusi masyarakat pedesamn,
Penyelenggaraan SIDUGA (systern informiasi kependudukan dan -
kelvarga). = - E :




